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ABSTRAK

Decko Ferliansyah NIM. 22671011 “ Implementasi Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap
Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Di Jalan Raya Ditinjau Dari
Magashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong).” Skripsi, Program
studi hukum tata negara (HTN).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya pengendara
sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya sehingga berpotensi
mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan lalu lintas. Perilaku
tersebut berkaitan dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur larangan melakukan
kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan
raya di Kabupaten Rejang Lebong serta menganalisisnya berdasarkan perspektif
maqashid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)
dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi terhadap anggota Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong serta
masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 283 terhadap
pengendara sepeda motor yang merokok di Kabupaten Rejang Lebong belum
terlaksana secara optimal. Penegakan hukum masih lebih mengedepankan tindakan
preventif berupa teguran dan sosialisasi dibandingkan penindakan karena adanya
kendala dalam pembuktian unsur gangguan konsentrasi, rendahnya kesadaran
hukum masyarakat, serta belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur
larangan merokok saat berkendara. Ditinjau dari maqashid syariah, perilaku
merokok saat mengendarai sepeda motor bertentangan dengan tujuan syariat,
khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), dan hifz al-mal
(menjaga harta), karena berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri
maupun pengguna jalan lainnya serta menimbulkan kerugian materiil. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum
yang lebih efektif guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 283, Lalu Lintas, Merokok, Magashid Syariah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945%,
yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku guna
menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip negara hukum tersebut
menuntut adanya pengaturan yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten
dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor lalu lintas dan
angkutan jalan?.

Sebagai wujud konkret dari prinsip tersebut, pemerintah menetapkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan
kewajiban pengguna jalan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai tanggung
jawab, sanksi, serta upaya pencegahan pelanggaran guna meminimalisir
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, keberadaan regulasi
tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum dalam
menjamin perlindungan hukum dan keselamatan bagi masyarakat pengguna
jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana penting dalam
menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan
ekonomi. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tidak
selalu diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu
lintas. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya menunjukkan

bahwa persoalan keselamatan di jalan raya masih menjadi tantangan serius,

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5025.



Data nasional menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab
dominan kecelakaan lalu lintas di Indonesia.®

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan,
negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai
ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk sanksi terhadap perilaku
yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu ketentuan penting
terdapat dalam Pasal 283 yang menyatakan bahwa setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan
lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat
dikenakan sanksi pidana.*

Secara normatif, ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan yang disebabkan oleh distraksi atau gangguan konsentrasi saat
berkendara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai perilaku yang
berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara, salah satunya adalah merokok
saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.®

Dari aspek keselamatan, aktivitas merokok menyebabkan pengendara
menggunakan satu tangan untuk mengendalikan kendaraan, sehingga
berpotensi mengurangi keseimbangan dan respons terhadap situasi darurat.
Selain itu, abu dan bara rokok dapat tertiup angin dan mengenai pengguna jalan
lain, sementara asap rokok berpotensi mengganggu visibilitas dan kenyamanan
pengendara di belakangnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan
meningkatnya risiko kecelakaan.

Dari aspek kenyamanan publik, masyarakat sering merasa terganggu
akibat paparan asap rokok, terutama saat berada dalam kondisi lalu lintas padat
atau berhenti di lampu lalu lintas. Asap rokok yang mengenai wajah pengguna

jalan lain tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi

3 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024
(Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri, 2024), 15.

4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Pasal 283.

> World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2018 (Geneva:
World Health Organization, 2018), 27.



mengganggu kesehatan. Hal ini berkaitan dengan hak masyarakat untuk
memperoleh ruang publik yang aman dan sehat.®

Selain itu, dari aspek ketertiban dan kesadaran hukum, minimnya
penindakan terhadap pengendara yang merokok saat berkendara menimbulkan
persepsi bahwa norma hukum yang telah diatur belum diimplementasikan
secara optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan lalu lintas secara umum. Di Kabupaten Rejang
Lebong, fenomena pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya masih
dapat dijumpai dalam aktivitas sehari-hari, namun belum terlihat adanya
penegakan hukum yang tegas berdasarkan Pasal 283.

Keselamatan jalan raya merupakan isu global yang menjadi perhatian
World Health Organization (WHQO) karena kecelakaan lalu lintas merupakan
salah satu penyebab utama kematian di dunia. Aktivitas merokok saat
mengemudi diidentifikasi secara internasional sebagai bentuk gangguan
konsentrasi (distraksi) yang setara dengan penggunaan ponsel, karena
melibatkan gangguan fisik (tangan tidak di kemudi), visual (mata terganggu
asap/bara), dan kognitif (fokus terpecah). Beberapa negara maju seperti
Australia telah menerapkan denda tinggi bagi pengemudi yang merokok guna
menekan risiko kebakaran dan kecelakaan akibat hilangnya konsentrasi.”

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia secara tegas mengatur hal ini
melalui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan
melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang
mengakibatkan gangguan konsentrasi dapat dipidana. Penjelasan mengenai
aktivitas seperti merokok sebagai salah satu gangguan konsentrasi tersebut
kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun

2019 yang melarang pengemudi motor merokok demi keselamatan publik.®

& World Health Organization, WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019
(Geneva: World Health Organization, 2019), 45.
" World Heart Organization (WHO), “Road Traffic Injuries”. Road Traffic Injuries,
(Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 22 Januari Tahun 2026, Pukul 14.28 WIB).
8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.


https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

Dalam tingkat Provinsi, Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu seringkali
melakukan sosialisasi dan penindakan terkait etika berkendara di jalan raya
untuk menekan angka kecelakaan di Provinsi Bengkulu. Larangan merokok saat
berkendara menjadi atensi karena dampaknya tidak hanya membahayakan
pelaku, tetapi juga pengendara lain yang terkena abu atau bara rokok (perokok
pasif di jalan raya). Penegakan hukum ini dilakukan melalui Operasi Patuh
maupun Operasi Zebra guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan
kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Bengkulu.®

Fenomena pengendara sepeda motor yang melakukan aktivitas saat
berkendara seperti merokok di jalan raya Kabupaten Rejang Lebong masih
menjadi pemandangan umum, terutama di sepanjang Jalan Lintas Curup-
Lubuklinggau dan area padat aktivitas seperti Pasar Atas Curup. Rendahnya
kepatuhan ini terlihat dari banyaknya pengendara yang secara terang-terangan
membuang abu dan puntung rokok ke jalan, yang secara teknis sangat
membahayakan keselamatan mata pengendara lain di belakangnya mengingat
kondisi geografis Rejang Lebong yang berangin kencang. Meskipun Kepolisian
Resor (Polres) Rejang Lebong secara rutin melakukan imbauan melalui
Satlantas mengenai etika berkendara yang selamat, namun penindakan hukum
berdasarkan Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terhadap aktivitas merokok masih sering dianggap sebagai hal sekunder
dibandingkan pelanggaran administratif seperti penggunaan helm.

Tantangan di Kabupaten Rejang Lebong juga terletak pada korelasi
antara budaya masyarakat lokal dengan tingkat kesadaran hukum yang masih
rendah. Dalam sebuah tinjauan lapangan, banyak pengendara yang belum
mengetahui bahwa aktivitas merokok saat berkendara dapat dikenai denda
maksimal Rp750.000, karena dianggap sebagai gangguan konsentrasi yang
memicu kecelakaan. Padahal, jika ditinjau dari Maqasid Syari’ah, membiarkan
bara rokok terbang dan berisiko melukai mata orang lain adalah bentuk

pelanggaran terhadap prinsip Hifz al-Ghair (menjaga orang lain dari bahaya),

°® Anggi Mayasari, antara Bengkulu,” Sepanjang 2025, Polda Bengkulu tilang 7.422
kendaraan dan beri teguran puluhan ribu pengendara” ,Anatara Bengkulu.com (31 desember
2025) Sepanjang 2025, Polda Bengkulu tilang 7.422 kendaraan dan beri teguran puluhan ribu
pengendara - ANTARA News Bengkulu. (diakses pada hari kamis tanggal 22 januari 2026,
pukul 14.39).


https://bengkulu.antaranews.com/berita/452977/sepanjang-2025-polda-bengkulu-tilang-7422-kendaraan-dan-beri-teguran-puluhan-ribu-pengendara
https://bengkulu.antaranews.com/berita/452977/sepanjang-2025-polda-bengkulu-tilang-7422-kendaraan-dan-beri-teguran-puluhan-ribu-pengendara

yang secara moral dan agama merupakan tindakan zalim yang harus dihentikan
demi kemaslahatan publik di Bumi Pat Petulai.*®

Fenomena pengguna sepeda motor yang melakukan aktivitas seperti
merokok saat berkendara di jalan raya merupakan fenomena yang masih sering
dijumpai di berbagai daerah, termasuk di wilayah Rejang Lebong?!. Perilaku ini
kerap dianggap sebagai kebiasaan biasa oleh sebagian pengendara, padahal
secara faktual dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kendali dalam
mengemudikan kendaraan. Aktivitas seperti merokok saat berkendara
menyebabkan pengendara menggunakan salah satu tangan untuk memegang
rokok, sehingga keseimbangan dan fokus terhadap situasi lalu lintas menjadi
terganggu. Selain itu, abu dan puntung rokok yang dibuang sembarangan
berpotensi membahayakan pengguna jalan lain, baik karena mengenai
pengendara di belakang maupun memicu gangguan penglihatan dan iritasi
akibat asap rokok*?.

Dari perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai
perbuatan yang mengganggu konsentrasi berkendara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan
dengan penuh konsentrasi dan mengutamakan keselamatan'®. Namun dalam
praktiknya, kesadaran hukum masyarakat serta penegakan aturan di lapangan
belum sepenuhnya optimal, sehingga perilaku merokok saat berkendara masih
kerap terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma

hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat, sehingga diperlukan

10 Rizady Alvitara, Radio Republic Indonesia,” Bahaya Merokok Di Jalan Bagi
Pengendara” (23 Jan 2025 - 19:02),RRI.Co.Id - Bahaya Merokok Di Jalan Bagi Pengendara
(Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 22 Januari 2026, Pukul 15.01 WIB).

1 Rejang Lebong, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang
Lebong dalam Angka (Rejang Lebong: BPS Kabupaten Rejang Lebong, edisi terbaru)

12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Pasal 283.

18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5025


https://rri.co.id/bengkulu/kesehatan/1276206/bahaya-merokok-di-jalan-bagi-pengendara

kajian lebih lanjut untuk menganalisis efektivitas pengaturan dan penegakan
hukum terhadap perilaku tersebut di wilayah Rejang Lebong®*.

Fenomena ini sangat penting karena tidak hanya menyangkut persoalan
kebiasaan individu, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan keselamatan
publik dan tertib berlalu lintas. Dengan melakukan penelitian terhadap
fenomena tersebut, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi akademik
dalam menganalisis efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi faktor
penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta memberikan
rekomendasi yang konstruktif bagi upaya peningkatan keselamatan lalu lintas

di daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan regulasi komprehensif yang dirancang
untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar guna mendukung
pembangunan nasional. Undang-undang ini mengatur segala aspek mulai dari
persyaratan teknis kendaraan, tata cara berlalu lintas, hingga perlindungan hak-
hak pengguna jalan. Salah satu substansi paling krusial terdapat pada Pasal 106
ayat (1) yang mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan untuk berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Secara yuridis,
undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan lalu
lintas, tetapi juga sebagai alat pencegahan kecelakaan melalui pemberian sanksi

pidana dan denda yang tegas bagi para pelanggar.t®

Penjelasan lebih mendalam mengenai aspek “penuh konsentrasi* dalam
undang-undang ini mencakup larangan terhadap segala aktivitas yang dapat
mengalihkan perhatian pengemudi, seperti penggunaan ponsel, terpengaruh
alkohol, atau tindakan lain yang mengganggu stabilitas berkendara. Dalam
implementasinya, Pasal 283 undang -undang nomor 22 Tahun 2009

memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menindak pengendara

14 Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Profil Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (Rejang Lebong: Pemkab Rejang Lebong, edisi terbaru)

15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025, Ps. 283, Https://Peraturan.Bpk.Go.ld/Details/38748/Uu-No-
22-Tahun-2009.



yang melakukan kegiatan sampingan yang membahayakan, termasuk merokok
saat mengemudi. Melalui regulasi ini, negara berupaya menekan angka fatalitas
di jalan raya dengan membebankan tanggung jawab hukum atas kelalaian
pengemudi yang dapat merugikan orang lain secara fisik maupun materiil .6

Selain aspek penegakan hukum, undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
juga mengamanatkan pembinaan dan pendidikan berlalu lintas sejak dini untuk
menciptakan budaya keselamatan di masyarakat. Undang-undang ini
menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat
dalam mengelola ruang lalu lintas sebagai fasilitas publik yang berisiko tinggi.
Dengan adanya klasifikasi pelanggaran dan mekanisme penindakan yang jelas,
diharapkan tercipta ketertiban umum yang mampu melindungi segenap bangsa
Indonesia saat bermobilisasi di ruang publik.

Pelanggaran terhadap konsentrasi berkendara,seperti aktivitas merokok,
penggunaan ponsel, atau hal lain yang mengalihkan perhatian, diatur secara
tegas dalam Pasal 283. Pengendara yang terbukti mengemudi secara tidak wajar
dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi di jalan
dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal
sebesar Rp750.000. Sanksi ini bersifat preventif untuk mencegah terjadinya
kecelakaan akibat kelalaian manusia (human error).’

Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan upaya negara dalam menciptakan
keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Pasal ini menegaskan
bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang melakukan aktivitas lain
yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Dalam praktiknya,
perilaku seperti merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk ke dalam
tindakan yang berpotensi mengganggu konsentrasi, karena pengendara harus
melepaskan salah satu tangan dari kemudi, memperhatikan rokok dan abu
rokok, serta berisiko terkena asap atau bara api yang dapat mengganggu

penglihatan. Oleh karena itu, penegakan Pasal 283 terhadap pengendara sepeda

16 pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.

17 pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.



motor yang merokok di jalan raya menjadi bagian penting dalam mencegah
kecelakaan lalu lintas dan menjaga keselamatan umum.*8

Namun demikian, implementasi pasal tersebut di lapangan masih
menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
anggapan bahwa merokok saat berkendara merupakan hal yang sepele, serta
belum maksimalnya penindakan dari aparat penegak hukum. Kondisi ini
menyebabkan tujuan utama dari Pasal 283, yaitu menciptakan keamanan dan
ketertiban berlalu lintas, belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, diperlukan
pemahaman yang lebih mendalam bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat
normatif dan administratif, tetapi juga memiliki tujuan perlindungan yang luas
bagi kehidupan manusia.*®

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan menciptakan lalu lintas
yang harmonis dan kesejahteraan masyarakat serta menanamkan etika berlalu
lintas. pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh
suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”?°

Undang-undang ini mengatur lalu lintas dan angkutan jalan secara umum,
dan Menteri Perhubungan menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri
Nomor 12 Tahun 2019, yang melindungi keselamatan pengguna sepeda motor
untuk kepentingan masyarakat. Pasal 6 huruf c peraturan ini melarang
pengemudi merokok atau melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi

saat berkendara.?

18 Zulia Monika, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 jo Pasal 283 mengenai Larangan Penggunaan Ponsel
saat Mengemudi Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Pengemudi Motor Ojek Online Maxim
di Kota Bengkulu) (skripsi., UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

19 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009).
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Pasal 283

2L Agung Mardiansyah and Indah Sari, “Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang
Merokok Saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009,” MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan
Viktimologi 1, no. 2 (2024): 51.



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor memiliki perbedaan. Pasal
6 huruf ¢ Peraturan Menteri perhubungan dengan jelas melarang merokok saat
berkendara, sementara Pasal 283 Nomor 22 Tahun 2009 hanya mewajibkan
pengemudi untuk berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi tanpa secara
eksplisit melarang merokok. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf ¢ tersebut memiliki
keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
khususnya Pasal 283 yang mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan
kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau
dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi
dalam berkendara dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Dalam hal ini,
aktivitas merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang
mengurangi konsentrasi pengemudi karena perhatian pengendara terbagi antara
mengendalikan kendaraan dan melakukan aktivitas lain. Dengan demikian,
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai
bentuk penguatan terhadap implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 20009.

Larangan merokok saat berkendara pada dasarnya tidak hanya
dimaksudkan untuk menjaga ketertiban berlalu lintas, tetapi juga bertujuan
memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan masyarakat. Ketika
seseorang merokok saat mengendarai kendaraan, perhatian pengemudi akan
terbagi antara mengendalikan kendaraan dan melakukan aktivitas merokok.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan pengemudi
dalam merespons situasi di jalan secara cepat dan tepat. Misalnya, pengendara
dapat kehilangan fokus ketika menyalakan rokok, membuang abu rokok, atau
saat asap rokok mengganggu penglihatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa
aktivitas merokok memiliki potensi besar untuk mengganggu konsentrasi
pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Jika ditinjau dari perspektif magashid syariah, implementasi Pasal 283
undang-undang nomor 22 tahun 2009 sejalan dengan tujuan utama syariat

Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Salah satu



tujuan pokok magashid syariah adalah hifz al-nafs (menjaga jiwa). Larangan
merokok saat berkendara bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang
dapat mengancam keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.?

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

Ol £ 0 By s s ) ot L Y 0 Lo

pd

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan; dan berbuat baiklah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-
Bagarah: 195).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang berpotensi
membahayakan diri sendiri maupun orang lain harus dihindari, termasuk

perilaku berkendara yang tidak aman.?

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha
Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29)?,

Ayat ini secara tegas melarang manusia untuk membunuh dirinya sendiri.
Para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya bermakna
bunuh diri secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang
dapat membahayakan atau mengancam keselamatan diri sendiri?®. Islam
memandang kehidupan sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga dan
dilindungi.

22 7ul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid al-Syari‘ah sebagai Dasar Penetapan
dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam (w. 660 H),”
TAZKIR: Jurnal Penelitian lImu-ilmu Sosial dan Keislaman 9, no. 2 (2014): 171-190..

Z3kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Al-Bagarah [2]: 195.

24 Al-Qur’an, QS. An-Nisa (4): 29.

%5 Nurul Wulan Giar Fitria, Sofia Hani, and Lukmanul Hakim, ‘“Penafsiran QS. An-
Nisa: 29 dalam Tafsir al-Bahr al-Muhith: Larangan Bunuh Diri dan Relevansinya terhadap
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Dalam konteks merokok saat berkendara, tindakan tersebut dapat
dipahami sebagai perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri. Ketika
seseorang merokok sambil mengendarai sepeda motor, konsentrasi dan kendali
terhadap kendaraan dapat terganggu, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.
Risiko ini tidak hanya mengancam keselamatan pribadi, tetapi juga keselamatan

pengguna jalan lainnya.

Ayat ini juga menegaskan bahwa larangan tersebut merupakan bentuk
kasih sayang Allah kepada manusia (LaaJ A$ O &/ ), yang menunjukkan
bahwa setiap aturan bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehidupan. Oleh
karena itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan yang secara sadar
meningkatkan risiko bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain bertentangan
dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz an-nafs) sebagai salah satu tujuan utama

syariat (magqasid al-syari‘ah).
Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:

- ///.

"J‘}% Y5 5 V"

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
membahayakan orang lain. '

Merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam. Hadis ini
diriwayatkan oleh 1bn Majah dan menjadi dasar lahirnya kaidah fikih “al-darar

yuzal” (segala bentuk bahaya harus dihilangkan)®.

Makna hadis tersebut mencakup dua aspek penting. Pertama, larangan
melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri (darar). Kedua, larangan
melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain (dirar). Dengan

demikian, setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan,

26 Nurul Wulan Giar Fitria et al., “Penafsiran QS. An-Nisa: 29 dalam Tafsir al-Bahr al-
Muhith,” Al-Furgan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 4, no. 3 (2025).

27 Abii ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, ed.
Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), no. 2340.

28 Mhd. Saleh Hasibuan et al., “Qawa‘id Fighiyyah sebagai Landasan Dalil Hukum
Islam,” Tabayyun: Journal of Islamic Studies 3, no. 1 (2025): 47-59
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baik terhadap pelaku maupun pihak lain, termasuk dalam kategori yang
dilarang.

Dalam konteks merokok saat berkendara, tindakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya.
Mengurangi konsentrasi saat mengemudi, meningkatkan risiko kecelakaan,
serta mengganggu pengguna jalan lain melalui asap atau puntung rokok
merupakan bentuk potensi mudarat yang nyata. Oleh karena itu, berdasarkan
hadis ini, perilaku tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar perlindungan

keselamatan dalam hukum Islam.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Bagarah ayat 195 yang melarang
manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan serta QS. An-Nisa ayat 29 yang
melarang perbuatan membahayakan atau membunuh diri sendiri, kedua ayat
tersebut secara tegas menekankan kewajiban setiap individu untuk menjaga
keselamatan jiwa dan menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi
menimbulkan bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini
semakin diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan, “La
darar wa la dirar” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
membahayakan orang lain), yang menjadi landasan kaidah fikih “al-darar
yuzal” (segala bentuk bahaya harus dihilangkan). Dengan demikian, ajaran Al-
Qur’an dan hadis secara komprehensif menempatkan perlindungan jiwa dan

keselamatan sebagai bagian fundamental dalam hukum Islam.

Selain menjaga jiwa, larangan merokok saat berkendara juga berkaitan
dengan hifz al-‘aql (menjaga akal). Konsentrasi merupakan bagian dari fungsi
akal yang harus dijaga, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan
kewaspadaan tinggi seperti mengemudikan kendaraan bermotor. Islam sangat
menekankan pentingnya menjaga akal dari hal-hal yang dapat merusaknya atau
mengganggu fungsinya. Hal ini selaras dengan prinsip umum syariat yang
melarang segala bentuk perbuatan yang menghilangkan atau melemahkan
kemampuan berpikir manusia. Lebih lanjut, implementasi Pasal 283 juga
berkaitan dengan hifz al-mal (menjaga harta), karena kecelakaan lalu lintas

akibat kelalaian dapat menimbulkan kerugian materiil, seperti kerusakan
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kendaraan, biaya pengobatan, dan kerugian ekonomi lainnya. Islam
memandang harta sebagai amanah yang harus dijaga dan tidak boleh disia-
siakan akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini,
penegakan aturan lalu lintas menjadi bentuk nyata upaya perlindungan harta

masyarakat secara kolektif.?°

Fenomena pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di
wilayah Rejang Lebong menjadi perhatian serius karena perilaku tersebut
secara nyata berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun
pengguna jalan lainnya. Peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini karena
terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
mewajibkan pengendara untuk berkendara dengan penuh konsentrasi, dengan
realitas di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang
terjadi. Selain itu, perilaku merokok saat berkendara belum secara spesifik
dipahami masyarakat sebagai bentuk pelanggaran hukum, juga selaras dengan
nilai-nilai magashid syariah. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa,
akal, dan harta manusia, sehingga penerapannya merupakan bentuk
kemaslahatan umum yang sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu,
kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat dipandang sebagai bagian dari
tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga keselamatan diri dan

orang lain.

2 MR, Galuh Nasrullah Kartika; NOOR, Hasni. Konsep Magashid al-Syari’ah dalam
Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). Al-Igtishadiyah: Ekonomi
Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 2014, 1.1: 50-69.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara kendaraan bermotor
dilarang melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat
berkendara. Namun, dalam praktik di lapangan masih banyak pengendara
sepeda motor yang merokok di jalan raya tanpa adanya penindakan yang tegas
dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara ketentuan normatif undang-undang dengan realitas pelaksanaannya di
masyarakat. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini

terletak pada:

1. Masih ditemukan pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara
di jalan raya Kabupaten Rejang Lebong serta rendahnya tingkat
pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan Pasal
283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga perilaku tersebut
masih sering dilakukan dan berpotensi mengganggu konsentrasi serta

membahayakan keselamatan pengguna jalan.

2. Perlunya analisis terhadap implementasi Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 ditinjau dari perspektif Magashid Syariah sebagai
upaya mewujudkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'agl), dan

harta (hifz al-mal).

3. Belum adanya kajian yang menganalisis implementasi Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang
merokok saat berkendara di Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari

perspektif Magashid Syariah.

C. Batasan Masalah
Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka Penelitian ini dibatasi
pada kajian implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara khusus ditujukan kepada

pengendara sepeda motor (kendaraan roda dua) yang melakukan praktik
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merokok saat berkendara di jalan raya di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini difokuskan pada penerapan hukum dan kondisi yang terjadi

dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Penelitian ini tidak

membahas pelanggaran lalu lintas lainnya maupun perilaku pengendara
kendaraan roda empat atau jenis kendaraan bermotor lain, sehingga fokus
pembahasan diarahkan secara spesifik pada aktivitas merokok sebagai bentuk
tindakan yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara sepeda motor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283.
D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor
yang merokok di jalan raya kabupaten rejang lebong?

2. Bagaimana Tinjauan Magashid Syariah Tehadap Implementasi Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Dijalan Raya?

E. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan terhadap
pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya Kabupaten Rejang
lebong

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari magashid Syariah terhadap
Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang
Merokok Dijalan Raya.

F. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lalu lintas dan hukum
Islam. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi
Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan

menambahkan perspektif magashid syariah sebagai kerangka analisis.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi
mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam memahami keterkaitan antara
hukum positif dan tujuan syariat Islam dalam konteks keselamatan
berlalu lintas.

c. Dapat Menjadi landasan moral dan yuridis dalam merumuskan
kebijakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang
merokok di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat
penegak hukum dan pemangku kebijakan sebagai bahan evaluasi
terhadap pelaksanaan Pasal 283, khususnya dalam menindak
pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam
meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menyusun strategi
sosialisasi yang lebih tepat guna untuk menumbuhkan kesadaran tertib
berlalu lintas di masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,
khususnya pengendara sepeda motor, dalam meningkatkan pemahaman
tentang bahaya merokok saat berkendara serta pentingnya mematuhi
peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

c. Melalui pendekatan magashid syariah, penelitian ini juga diharapkan
mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu
lintas tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga
bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga jiwa,
akal, dan harta.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan
mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu,Adapun beberapa

peneliti yang penulis baca yaitu sebagai berikut:
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1. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang
Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Novia Eka Putri, 2023)

Penelitian Novia Eka Putri. yang berfokus pada penegakan
hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di
bawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor, dengan
menitikberatkan pada peran kepolisian, kendala penegakan hukum,
serta upaya preemtif, preventif, dan represif.

Sementara itu, penelitian yang penulis ajukan memfokuskan
kajian pada implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara
di jalan raya, dengan meninjau permasalahan tersebut dari perspektif
magashid syariah, khususnya dalam upaya menjaga keselamatan jiwa
dan akal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus dan sudut
pandang yang berbeda serta menunjukkan adanya kebaruan
dibandingkan penelitian terdahulu.3°

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku
Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana (Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu
Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes,2022).

Penelitian terdahulu tersebut berfokus pada implementasi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam penegakan hukum
terhadap pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana dengan
menggunakan pendekatan hukum empiris. Kajian ini menitikberatkan
pada kinerja aparat penegak hukum, efektivitas sanksi, serta upaya
kepolisian dalam menekan pelanggaran lalu lintas melalui pembinaan,

penilangan, dan patroli rutin. Fokus utama penelitian ini adalah perilaku

30 Novia eka putri, “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan
Bermotor Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (skripsi,Sekolah
tinngi hukum pasundan sukabumi,2023).
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balapan liar sebagai pelanggaran lalu lintas yang bersifat agresif dan
berisiko tinggi, serta hambatan struktural dalam penegakan hukumnya.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis
ajukan memfokuskan kajian pada implementasi Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang
merokok saat berkendara di jalan raya. Penelitian ini tidak mengkaji
balapan liar, melainkan perilaku merokok saat berkendara yang dapat
mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
Selain itu, penelitian ini menggunakan tinjauan magashid syariah
sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana penerapan pasal
tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga
keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-‘aql).%!

3. Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus
Modifikasi Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian
Resort Tebo) (Fernando Gultom,2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Gultom (2019)
membahas efektivitas penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 terkait modifikasi kendaraan roda dua di
wilayah hukum Polres Tebo. Fokus penelitian tersebut terletak pada
penerapan kewajiban uji tipe kendaraan, kendala yang dihadapi aparat
penegak hukum, serta upaya preventif dan represif dalam
menanggulangi pelanggaran lalu lintas akibat modifikasi kendaraan
yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengganggu keamanan
berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
empiris dengan menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum

oleh kepolisian.®?

3L Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes,
“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten
Jembrana” 5, no. 2 (2022): 45-52.

%2 Fernando Gultom, Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus
Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo) (PhD
diss., Universitas Batanghari, 2020).

18



Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis
ajukan memfokuskan kajian pada implementasi Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang
merokok saat berkendara di jalan raya. Penelitian ini tidak menyoroti
aspek teknis kendaraan seperti modifikasi, melainkan perilaku
pengendara yang dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan
keselamatan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini dikaji dari perspektif
magashid syariah, sehingga tidak hanya menilai efektivitas hukum
positif, tetapi juga kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dalam
menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dan mencegah kemudaratan.

4. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat
Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Llaj) Nomor 22 Tahun 2009 (Agung Mardiansyah
dan Indah Sari,2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Mardiansyah dan
Indah Sari (2024) berfokus pada penegakan hukum terhadap
pengemudi yang merokok secara umum, dengan menitikberatkan pada
efektivitas penegakan hukum, hambatan, serta upaya preventif dan
represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, penelitian
tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga lebih
berorientasi pada kajian terhadap aturan hukum dan faktor-faktor
penegakan hukum secara teoritis.

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki
fokus yang lebih spesifik, yaitu pada pengendara sepeda motor yang
merokok di jalan raya, serta menitikberatkan pada implementasi Pasal
283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga tidak hanya
mengkaji aturan hukum, tetapi juga melihat langsung penerapannya di

lapangan. Perbedaan lainnya terletak pada adanya tinjauan magashid

3 Agung Mardiansyah and Indah Sari, “Penegakan Hukum terhadap
Pengemudi yang Merokok saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009,” Mala In Se: Jurnal
Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi 1, no. 2 (2024): 48-61.
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syariah dalam penelitian saya, yang tidak dibahas dalam penelitian
tersebut.

5. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Jo Pasal 283 Mengenai
Larangan Penggunaan Ponsel Saat Mengemudi Perspektif Figh
Siyasah (Studi Kasus Pengemudi Motor Ojek Online Maxim Di Kota
Bengkulu) (Zulia Monika 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulia Monika (2023)
berfokus pada pada pelanggaran penggunaan telepon genggam saat
berkendara oleh pengemudi ojek online Maxim di Kota Bengkulu,
dengan tujuan utama mengidentifikasi tingkat pelanggaran, alasan
pengemudi menggunakan handphone saat berkendara, serta peran
kepolisian dalam penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan
bersifat empiris-sosiologis, dengan metode kualitatif melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi, sehingga titik tekan penelitian berada
pada perilaku pelanggar dan praktik penegakan hukum di lapangan.®*

Sementara itu, penelitian penulis dengan judul Implementasi
Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Merokok
di Jalan Raya Ditinjau dari Magashid Syariah memiliki fokus yang
berbeda, yaitu pada pelanggaran merokok saat mengemudi kendaraan
bermotor, bukan penggunaan handphone. Selain itu, penelitian penulis
tidak hanya menelaah implementasi Pasal 283 UU LLAJ dari aspek
hukum positif, tetapi juga memperluas analisis ke dalam perspektif
Magashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal
(hifz al-‘aql). Dengan demikian, penelitian penulis menitikberatkan
pada kesesuaian antara tujuan hukum lalu lintas dan nilai-nilai
kemaslahatan dalam hukum Islam, sehingga memiliki kontribusi

normatif dan filosofis yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

3 Monika Zulia, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Jo Pasal 283 Mengenai Larangan
Penggunaan Ponsel Saat Mengemudi Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus
Pengemudi Motor Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu) (Skripsi., UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu, 2023).
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H. Penjelasan Judul
1. Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris
implementation yang berakar dari kata implement, berasal dari bahasa Latin
implére yang berarti melaksanakan atau menyempurnakan. Istilah ini
menunjukkan suatu tindakan nyata untuk merealisasikan rencana,
kebijakan, atau aturan yang telah ditetapkan.®. Dalam bahasa Indonesia,
kata implementasi diserap secara langsung dari bahasa Inggris dan telah
dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan arti
“pelaksanaan atau penerapan”. Pengertian ini menegaskan bahwa
implementasi berkaitan erat dengan tindakan nyata dalam menjalankan
suatu aturan, kebijakan, atau program yang telah ditetapkan sebelumnya.3®

Implementasi secara umum dipahami sebagai tahap pelaksanaan
dari suatu kebijakan atau aturan hukum yang telah ditetapkan agar dapat
berfungsi secara nyata di tengah masyarakat. Menurut George C. Edwards
I11, implementasi adalah proses yang melibatkan serangkaian tindakan
administratif dan operasional yang dilakukan oleh aparat pelaksana
kebijakan guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Dengan kata lain, implementasi menekankan pada bagaimana kebijakan
diterjemahkan dari norma tertulis menjadi praktik konkret.3’

Dalam konteks hukum, implementasi diartikan sebagai proses
penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum
kepada masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa implementasi
hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum, yaitu kegiatan
menyerasikan nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata guna menciptakan
ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keberhasilan implementasi

%Riant Nugroho, Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan
Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik (Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2023).

36 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), s.v.
“implementasi.”

87 George C. Edwards IlI, Implementing Public Policy (Washington, DC:
Congressional Quarterly Press, 1980), 1-3.
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hukum sangat dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak
hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum.3®
2. Pasal 283

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengatur larangan bagi setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor untuk melakukan perbuatan lain atau
berada dalam kondisi yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.
Ketentuan ini menegaskan bahwa pengemudi wajib mengutamakan fokus
dan kehati-hatian demi menjamin keselamatan diri sendiri maupun
pengguna jalan lainnya. Perilaku seperti merokok saat mengemudi dapat
dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu konsentrasi karena
dapat mengurangi kendali dan kewaspadaan pengendara terhadap situasi
lalu lintas.*

Pasal 283.
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara
tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu
keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Unsur-Unsur Pasal 283.
Berdasarkan rumusan Pasal 283 tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur
tindak pidananya sebagai berikut:
1. Setiap orang, yaitu subjek hukum siapa pun yang mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan.

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8-10.

39 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal
283.

40 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal
283.
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2. . Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, yakni melakukan aktivitas
berkendara pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh
suatu keadaan, yaitu adanya perbuatan tambahan atau kondisi tertentu
yang menyimpang dari cara berkendara yang semestinya, seperti
merokok saat berkendara.

4. Mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, vaitu
perbuatan tersebut berpotensi atau secara nyata mengurangi fokus dan
kewaspadaan pengemudi sehingga membahayakan keselamatan lalu
lintas.*

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur

seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia,

meliputi hak dan kewajiban pengguna jalan, persyaratan kendaraan
bermotor, perilaku berlalu lintas, serta mekanisme pengawasan dan
penegakan hukum. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan lalu
lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan guna melindungi
keselamatan jiwa manusia serta menjamin kepastian hukum bagi
masyarakat pengguna jalan.*?
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu
lintas jalan. Pengertian ini mencakup aktivitas pengguna jalan, baik
pengemudi maupun pejalan kaki, yang saling berinteraksi di jalan umum.

Lalu lintas diatur untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban,

dan kelancaran bagi seluruh pengguna jalan.*3

41 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8-10.

42 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

43 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal
1 angka 2.
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Angkutan Jalan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan bermotor di jalan.
Angkutan jalan berfungsi sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat
dan kegiatan ekonomi, sehingga penyelenggaraannya harus memenubhi
prinsip keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum.**

5. Pengendara Sepeda Motor

Pengendara sepeda motor adalah setiap orang yang mengemudikan
sepeda motor di jalan dan bertanggung jawab secara penuh atas
pengoperasian kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengendara sepeda motor wajib memiliki
kemampuan mengemudi, mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas, serta
mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.*

Selain itu, pengendara sepeda motor dipandang sebagai subjek
hukum dalam lalu lintas yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga setiap
tindakan berkendara harus dilakukan secara wajar, penuh konsentrasi, dan
tidak membahayakan keselamatan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip
kehati-hatian dalam berlalu lintas yang menempatkan pengendara sebagai
faktor utama dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.*6

Dalam perspektif keselamatan jalan, sepeda motor termasuk kendaraan
bermotor dengan tingkat risiko kecelakaan yang relatif tinggi dibandingkan
kendaraan roda empat. Oleh karena itu, perilaku pengendara sepeda motor,
termasuk kepatuhan terhadap aturan dan larangan melakukan aktivitas yang
mengganggu konsentrasi seperti merokok saat berkendara, sangat

menentukan tingkat keselamatan lalu lintas di jalan raya.*’

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal
1 angka 3.

45 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal
1 angka 23 dan Pasal 106 ayat (1).

4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8-10.

47 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009), 25-27.
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6. Merokok dijalan Raya

Merokok di jalan raya adalah aktivitas menghisap rokok yang
dilakukan oleh seseorang, khususnya pengendara kendaraan bermotor, saat
berada dan beraktivitas di ruang lalu lintas jalan. Perilaku ini berpotensi
mengganggu konsentrasi pengendara karena melibatkan penggunaan
tangan, perhatian visual, serta respons tubuh yang dapat mengurangi kendali
dan kewaspadaan dalam mengemudi.*® Dalam konteks lalu lintas, merokok
saat berkendara dapat dikategorikan sebagai kegiatan lain yang
mengganggu konsentrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*®
Selain berisiko terhadap keselamatan berkendara, merokok di jalan raya
juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lain, misalnya melalui abu
rokok atau puntung rokok yang dapat mengganggu pengendara lain dan
lingkungan sekitar. Oleh karena itu, praktik merokok di jalan raya
bertentangan dengan prinsip keselamatan dan ketertiban berlalu lintas yang
menuntut setiap pengendara untuk berkendara secara penuh perhatian dan
bertanggung jawah.>°

7. Magashid Syariah

Magasid Syari’ah Magashid al-syari’ah adalah makna-makna dan
hikmah hikmah yang dipancarkan syari’ah dalam setiap penetapan
hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk
dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’at
yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna- makna
hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung

pada hukum-hukum lain.5!

4 Agung Mardiansyah and Indah Sari, “Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang
Merokok saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009,” Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan
Viktimologi 1, no. 2 (2024): 48-61.

49 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 106
ayat (1) jo. Pasal 283.

%0 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014), 8-10.

%1 Agus Hermanto, Magashid Al-Syari’ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum
Keluarga islam (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021): 23
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Magashid syariah adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang
kemaslahatan-kemaslahatan di dalam hukum Islam. Dan ini sangatlah
penting digunakan di era modern saat ini di mana permasalahan-
permasalahan Baru terus bermunculan. Sehingga peran disiplin ilmu
Syariah sangat dibutuhkan agar kemaslahatan hukum Islam tetap terjaga di
dalam penerapannya. Bagaimana yang dikatakan Al-garafi bahwa suatu
bagian hukum Islam, tidak dapat dianggap sebagai hukum Islam jika tidak
bisa meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.>?

I. Metode Penelitian Hukum
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu
penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat
penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah
implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap
pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya, serta
menilainya dari perspektif Maqasid Syariah. Pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan yuridis, untuk menganalisis norma dan isi Pasal 283;
pendekatan sosiologis, untuk mengamati praktik penerapan aturan di
lapangan; serta pendekatan Maqasid Syariah, untuk menilai apakah
penerapan hukum tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga
keselamatan jiwa dan akal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas
kepolisian lalu lintas, pengendara sepeda motor, serta observasi langsung
terhadap perilaku pengendara di jalan raya. Sementara itu, data sekunder
diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, peraturan terkait lalu
lintas, buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur tentang Magqasid Syariah.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

studi kepustakaan.

52 Muhammad Mattori, Memahami Maqashid Syari’ah Jasser Auda (Jawa Barat:
Guepedia, 2020): 20
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2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara
mendalam implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor
yang merokok di jalan raya. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik
atau perhitungan angka, melainkan menekankan pada pemahaman
fenomena hukum di lapangan, hasil wawancara, observasi, serta kajian
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis
dengan perspektif Maqasid Syariah untuk menilai kesesuaian penerapan
hukum dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa
(Hifz an-Nafs) dan akal (Hifz al-Aq]l).
3. Objek penelitian
Objek penelitian ini mengarah pada Implementasi Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya,
ditinjau dari perspektif Maqgasid Syariah.
4. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data
utama dalam penelitian ini.subjek penelitian meliputi :
a. Petugas Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas) Sebagai Pihak yang
menegakkan pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.
b. Pengendara Sepeda motor,khususnya yang melakukan praktik atau
kegiatan merokok saat berkendara dijalan raya.
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan
dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang
undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang
dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh
peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar

ontologis lahirnya undang-undang tersebut,sehingga peneliti mampu
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memahami  kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu
menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang
dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan
apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan
yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.
Pendekatan Ushul (Ushul Figh Approach) pendekatan penelitian
yang dilakukan dengan menjadikan ushul figh sebagai landasan utama saat
menganalisa suatu tema penelitian seperti maqashid syari’ah, aspek
maslahah, istihsan, sad az- zari’ah, ‘urf, dan lainnya;
6. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari
lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh
melalui:
1) Wawancara dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas).
2) Wawancara dengan pengendara sepeda motor.
b. Data Sekunder
Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data
primer. baik itu mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan hasil
penelitian yang berwujud laporan .

1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
2) Peraturan Menteri Perhubungan.

3) Buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya.
4) Literatur Maqasid Syariah.
c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia,
dan sumber rujukan umum yang digunakan untuk membantu memahami
istilah hukum, konsep Magasid Syariah, serta menelusuri data primer dan
sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.
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Wawancara dilakukan secara langsung dengan petugas Kepolisian
Lalu Lintas (Satlantas) dan pengendara sepeda motor untuk memperoleh
informasi mengenai penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009, serta pandangan mereka terhadap perilaku merokok saat
berkendara di jalan raya.

b. Observasi.

Observasi langsung di lapangan untuk mengamati perilaku
pengendara sepeda motor yang merokok dan praktik penegakan hukum
yang berlangsung.

c. Studi Kepustakaan (Dokumentasi).

studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber
tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal
ilmiah, serta literatur Maqasid Syariah, guna memperkuat dasar teori dan
analisis dalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif
deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis
untuk memahami penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya. Data
primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari peraturan
perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum, diklasifikasikan
berdasarkan tema yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan
mengaitkannya pada teori hukum dan konsep Magashid Syariah untuk
menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dan tujuan hukum dalam

menjaga keselamatan serta kemaslahatan masyarakat.

29



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Hukum dan Penegakan Hukum
1. Pengertian Implementasi Hukum dan penegakan hukum

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum
diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui
kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan
yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum
merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang
melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi merupakan
serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana
yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu
tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-
Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas
atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi dalam
aktivitas hari-hari merupakan suatu penerapan yang dilakukan oleh setiap
individu-individu ataupun kelompok yang memiliki sistem dalam
pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya akan menghasilkan tujuan yang
direncanakan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas yang
dilakukan dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang
diharapkan.53

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan berlakunya
norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas, yaitu
melibatkan seluruh subjek hukum dalam menaati ketentuan yang berlaku,

maupun dalam arti sempit yang hanya mengacu pada tindakan aparat penegak

%3 Sitti Nurhidayah, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kota
Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
2, no. 2 (2023): 40.
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hukum dalam memastikan berjalannya peraturan, termasuk melalui
penggunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang apabila
diperlukan.

Ditinjau dari objeknya, penegakan hukum tidak hanya berfokus
pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga
pada terwujudnya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena
itu, penegakan hukum pada hakikatnya tidak sekadar menegakkan aturan
tertulis, melainkan juga mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama hukum.
Dalam konteks ini, penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan
dua konsep yang saling berkaitan.

Selain itu, penegakan hukum juga memiliki hubungan erat dengan
perlindungan hak asasi manusia. Setiap norma hukum memuat hak dan
kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang oleh setiap subjek hukum.
Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari
kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam
memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan ketertiban bagi seluruh
masyarakat.>*

. Teori George e. Edwards I11 dan teori soejono soekanto

Menurut George C. Edwards |11, implementasi Hukum merupakan
proses yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi tidak
hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan para
pelaksana dalam menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Edwards 111
menjelaskan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi
implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (communication), sumber daya
(resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur
birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut saling berkaitan
sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat menghambat keberhasilan
implementasi suatu kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian
informasi mengenai kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran

secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

>4 Asshiddigie, Jimly. Penegakan Hukum. 2016
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Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran,
fasilitas, informasi, dan kewenangan yang memadai dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan. Disposisi menunjukkan sikap, komitmen, serta
kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan
mekanisme organisasi, pembagian tugas, koordinasi, dan standar operasional
prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan. Dengan
terpenuhinya keempat faktor tersebut, implementasi kebijakan diharapkan
dapat berjalan secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.>®

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu
kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam
kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan nyata guna menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan
bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh
adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus
dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai unsur agar tujuan
hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dapat
diwujudkan secara efektif.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang
memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Pertama, faktor hukum itu
sendiri, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pelaksanaan hukum. Kedua, faktor penegak hukum, yakni aparat yang
memiliki kewenangan dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Ketiga,
faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum,
seperti sumber daya manusia, anggaran, dan prasarana. Keempat, faktor
masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap
hukum. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, kebiasaan, dan pola

perilaku yang berkembang dalam masyarakat serta memengaruhi penerimaan

%5 Syarif Makmur, “Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi
dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan,” Lentera: Multidisciplinary Studies
1, no. 3 (2023): 72-74.
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terhadap suatu aturan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan
sehingga kelemahan pada salah satu faktor dapat memengaruhi efektivitas
penegakan hukum secara keseluruhan.%®

Dalam penelitian ini, teori George C. Edwards 111 digunakan untuk
menganalisis proses implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009, khususnya dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi. Sementara itu, teori Soerjono Soekanto digunakan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan
hukum terhadap larangan merokok saat mengendarai sepeda motor di
Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling
melengkapi dalam menjelaskan proses pelaksanaan sekaligus efektivitas
penegakan hukum terhadap ketentuan yang menjadi objek penelitian.
. Indikator Keberhasilan Implementasi hukum

Menurut George C. Edwards I11, keberhasilan implementasi suatu
kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi
(communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan
struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat indikator tersebut saling
berkaitan dan menjadi ukuran dalam menilai berhasil atau tidaknya
pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya bergantung pada isi
kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan
pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta sistem birokrasi yang mendukung
pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu indikator
tidak berjalan secara optimal, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai
secara efektif.>’
a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan indikator pertama yang menentukan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. George C. Edwards Il
menjelaskan bahwa komunikasi berfungsi sebagai proses penyampaian

informasi mengenai tujuan, isi, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan

% Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

57 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi
Kasus Terkini (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2016), 177.
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kepada seluruh pihak yang terlibat. Informasi yang disampaikan harus
memenuhi tiga unsur penting, yaitu transmisi (transmission), kejelasan
(clarity), dan konsistensi (consistency). Transmisi menunjukkan bahwa
informasi harus tersampaikan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat
sasaran secara tepat. Kejelasan berarti isi kebijakan mudah dipahami sehingga
tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun konsistensi
menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak berubah-ubah sehingga
pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.

Dalam implementasi suatu ketentuan hukum, komunikasi memiliki peranan
penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi
peraturan perundang-undangan. Penyampaian informasi yang dilakukan
melalui sosialisasi, edukasi, maupun penyuluhan hukum akan mendorong
tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat sehingga pelaksanaan suatu
kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini, indikator
komunikasi berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam menyosialisasikan
ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada
masyarakat, khususnya mengenai larangan melakukan aktivitas yang dapat
mengganggu konsentrasi ketika mengendarai sepeda motor.

b. Sumber Daya (Resources)

Selain  komunikasi, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya yang memadai. Menurut George C. Edwards IlI,
sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi,
kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
kebijakan. Walaupun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik,
pelaksanaannya tidak akan berjalan secara optimal apabila aparat pelaksana
tidak memiliki kemampuan, jumlah personel yang memadai, maupun fasilitas
pendukung yang cukup. Oleh karena itu, sumber daya merupakan unsur yang

sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.%8

58 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi
Kasus Terkini, 178-184
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Dalam penelitian ini, indikator sumber daya berkaitan dengan kesiapan aparat
Kepolisian dalam melaksanakan penegakan Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009. Kesiapan tersebut meliputi jumlah personel,
ketersediaan kendaraan operasional, fasilitas pendukung, media sosialisasi,
serta kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan dan
penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

c. Disposisi (Disposition)

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan aparat pelaksana dalam
menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. George
C. Edwards 11l menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya
memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga membutuhkan integritas dan
kemauan dari aparat pelaksana untuk menerapkan kebijakan secara konsisten.
Aparat yang memiliki komitmen tinggi akan melaksanakan tugasnya secara
profesional dan bertanggung jawab sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.
Sebaliknya, apabila aparat tidak memiliki komitmen yang kuat, maka
implementasi kebijakan akan mengalami berbagai hambatan meskipun
didukung oleh peraturan yang baik.

Dalam penelitian ini, disposisi berkaitan dengan sikap aparat Kepolisian
dalam menerapkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
terutama dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pemberian sanksi
terhadap pengendara yang melakukan aktivitas yang mengganggu
konsentrasi ketika berkendara.

d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi merupakan indikator yang berkaitan dengan mekanisme
organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang baik
ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi
antarlembaga, serta standar operasional prosedur (Standard Operating
Procedure atau SOP) yang menjadi pedoman bagi aparat pelaksana. Menurut
George C. Edwards 11, struktur birokrasi yang efektif akan mempermudah

implementasi kebijakan karena setiap pelaksana memahami tugas dan
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tanggung jawabnya masing-masing. Sebaliknya, struktur birokrasi yang tidak
terkoordinasi dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.>®
Dalam penelitian ini, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme
koordinasi antara Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait dalam
mendukung implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Adanya pembagian tugas yang jelas, prosedur kerja yang terstruktur, dan
koordinasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas
pelaksanaan ketentuan hukum tersebut sehingga tujuan penegakan hukum
dapat tercapai secara optimal.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keempat indikator yang
dikemukakan oleh George C. Edwards 111 saling berkaitan dalam menentukan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang efektif, sumber
daya yang memadai, disposisi aparat yang baik, serta struktur birokrasi yang
tertata akan mendukung terlaksananya suatu ketentuan hukum secara optimal.
Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas
pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik, penelitian ini juga
menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang akan
dibahas pada subbab berikutnya.
. Faktor faktor penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak
hanya ditentukan oleh baik atau buruknya suatu peraturan perundang-
undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.
Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai
hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta ketertiban, keadilan,
dan kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat
bergantung pada terpenuhinya lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor
penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor

kebudayaan

59 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi
Kasus Terkini, 184-187.
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a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Peraturan yang baik harus memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan
multitafsir, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Selain itu, suatu peraturan juga harus selaras dengan perkembangan
masyarakat sehingga dapat diterapkan secara efektif. Apabila substansi
hukum tidak jelas atau sulit dipahami, maka pelaksanaan penegakan hukum
akan mengalami berbagai hambatan.
Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan keberadaan Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan
aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan
bermotor. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian
dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran
yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas, termasuk perilaku
merokok saat berkendara.
b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk
melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum. Profesionalisme,
integritas, kemampuan, dan komitmen aparat sangat menentukan
keberhasilan penegakan hukum. Aparat yang memahami ketentuan hukum
serta melaksanakannya secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, lemahnya komitmen aparat dapat
mengurangi efektivitas pelaksanaan suatu peraturan.
Dalam penelitian ini, faktor penegak hukum berkaitan dengan peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas, dalam
melakukan sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan penegakan Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor
yang merokok saat berkendara.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya

sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi sumber daya
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manusia, anggaran, kendaraan operasional, peralatan pendukung, teknologi,
serta sistem administrasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparat
penegak hukum. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat proses
pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran hukum.
Dalam penelitian ini, faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan kesiapan
aparat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengguna jalan, termasuk
ketersediaan personel, kendaraan patroli, media sosialisasi, dan fasilitas
pendukung lainnya dalam menegakkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 20009.
d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek yang secara langsung dipengaruhi
oleh berlakunya suatu peraturan hukum. Tingkat kesadaran hukum
masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum.
Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu
peraturan, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan penegakan hukum.
Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menghambat pelaksanaan
suatu ketentuan hukum.
Dalam penelitian ini, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat
pengetahuan dan kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap larangan
melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.
Pemahaman masyarakat mengenai risiko merokok ketika mengendarai
sepeda motor turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009.
e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola
perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya yang
mendukung kepatuhan terhadap hukum akan mempermudah proses
penegakan hukum. Sebaliknya, apabila suatu perilaku yang bertentangan
dengan hukum telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka pelaksanaan
penegakan hukum akan menghadapi berbagai kendala.®

80 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8-18.
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Dalam penelitian ini, faktor kebudayaan berkaitan dengan kebiasaan sebagian
pengendara yang masih merokok saat mengendarai sepeda motor dan
menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang biasa. Kebiasaan tersebut
dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan
penegakan hukum yang berkelanjutan untuk membangun budaya tertib
berlalu lintas.
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari
sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus
dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka
mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait
(stakeholders) sebagai berikut:

1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang
bertanggung jawab di bidang Jalan;

2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang
industri;

4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di

bidang teknologi;
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5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar
tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan
efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan
pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan
terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya
sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan
pelaksanaannya.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-
Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga
mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan
kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu
menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan
perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika
berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan,
pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta
dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi
mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan
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Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolaannya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global
yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam
persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang
mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan
akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang
visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Undang-Undang ini  berdasar pada semangat bahwa
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor
harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para
pemangku kepentingan  (stakeholders) lainnya. Guna mengatasi
permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan
dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan
ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok
dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi,
serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak
hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas
melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan
keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur
pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan
angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar
hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya
digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi
jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan,

akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi
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Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh
dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan
bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara
lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar
produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri
mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan
cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta
perbaikan.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan
sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara
komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan,
dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui
peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta
pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan
kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan,
termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih
intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum
dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih
jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan
khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil,
dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah
berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang
meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Untuk
meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamanatkan
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adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat
kendali dan data.

Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur
pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk
menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi
serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang
Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional
mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat,
berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya,
untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-
Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya
peningkatan  kegiatan  ekonomi. Untuk  menjamin  terwujudnya
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar
keselamatan dan keamanan, Undang Undang ini mengatur persyaratan teknis
dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang
berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan
pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang
Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin
tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaanya Pemerintah

dapat melibatkan swasta.
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Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan
jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan,
perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan
kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,
pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global.
Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola
penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan
dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang
ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar
selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya
kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang
undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi
pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan
sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap
pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana
yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera
bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur
mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan
berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada
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pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan
efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman
(reward and punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang
berprestasi.

Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan
terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan
secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan
peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan berlakunya
Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk
menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang
baru berdasarkan Undang Undang ini.5!

. Urgensi dan Cakupan undang-undang nomor 22 tahun 2009

Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri telah didefinisikan dalam
pasal 1 angka (1) UU LLAJ yakni “satu kesatuan sistem yang terdiri atas 3
Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna
Jalan, serta pengelolaannya.” LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:
a.terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung
tinggi martabat bangsa.

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.5?

Adapun cakupan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4, Cakupan Undang-Undang ini

61 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Penjelasan Umum.

62 Rancangan Peraturan, Republik Indonesia. Naskah Akademik Pengelolaan
Hutan Adat. 2007
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berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.%3
. Tinjauan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan,

negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai
ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk sanksi terhadap
perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu ketentuan
penting terdapat dalam Pasal 283 yang menyatakan bahwa setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan
kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi
dapat dikenakan sanksi pidana. Secara normatif, ketentuan tersebut bertujuan
untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh distraksi atau
gangguan konsentrasi saat berkendara. Namun dalam praktiknya, masih
ditemukan berbagai perilaku yang berpotensi mengganggu konsentrasi
pengendara, salah satunya adalah merokok saat mengendarai sepeda motor di
jalan raya.®*

Isi Pasal 283: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di

Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh

suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam

83 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 4.

64 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun
2024 (Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri, 2024), 15.
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mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”®
Merokok saat mengendarai sepeda motor merupakan salah satu
aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan konsentrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aktivitas tersebut mengharuskan
pengendara membagi perhatian antara mengendalikan kendaraan dan
melakukan kegiatan merokok, seperti memegang rokok, menghisap,
membuang abu, atau mematikan rokok. Kondisi ini dapat mengurangi fokus
pengendara terhadap situasi lalu lintas sehingga memperlambat kemampuan
dalam merespons kondisi darurat di jalan. Berkurangnya konsentrasi
tersebut dapat menyebabkan pengendara terlambat mengerem, gagal
menjaga keseimbangan kendaraan, atau tidak mampu mengantisipasi
pergerakan pengguna jalan lain yang muncul secara tiba-tiba. Oleh karena
itu, setiap aktivitas yang mengurangi konsentrasi ketika berkendara
memiliki potensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik
yang mengakibatkan kerugian materiil maupun korban jiwa.5®
Selain membahayakan diri sendiri, merokok saat mengendarai sepeda motor
juga dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan lainnya. Abu rokok atau
puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat mengenai pengendara di
belakang sehingga mengganggu penglihatan dan konsentrasi mereka. Di
samping itu, penggunaan satu tangan untuk memegang rokok menyebabkan
kemampuan pengendara dalam mengendalikan setang dan melakukan
manuver darurat menjadi berkurang. Risiko tersebut semakin besar apabila
kondisi jalan padat, licin, atau ketika pengendara harus melakukan

pengereman secara mendadak. Dengan demikian, perilaku merokok saat

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96),
Pasal 283.

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Pasal 106 ayat (1) dan
Pasal 283.
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berkendara tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi juga bertentangan dengan tujuan
penyelenggaraan lalu lintas yang mengutamakan aspek keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
4. Regulasi Pendukung (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun
2019)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dibentuk
sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Latar
belakang pembentukannya didasarkan pada meningkatnya penggunaan
sepeda motor sebagai sarana transportasi sehingga diperlukan pengaturan
yang menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan
keteraturan. Peraturan ini mengatur kewajiban pengemudi untuk mematuhi
ketentuan keselamatan berkendara, menggunakan perlengkapan keselamatan,
serta menjaga konsentrasi selama berkendara, termasuk larangan merokok
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c. Selain itu, peraturan ini juga
mengatur aspek keamanan, pelayanan, tarif, serta penyelenggaraan
transportasi berbasis aplikasi guna mewujudkan sistem transportasi yang
aman, tertib, dan berkelanjutan.®’

Urgensi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
didasarkan pada kebutuhan akan kepastian hukum dalam memberikan
perlindungan terhadap pengguna sepeda motor di tengah meningkatnya
mobilitas masyarakat dan berkembangnya layanan transportasi berbasis
teknologi informasi. Peraturan ini berfungsi sebagai upaya preventif untuk
meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas melalui pengaturan perilaku
pengemudi, termasuk larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu
konsentrasi, seperti merokok saat berkendara sebagaimana diatur dalam Pasal

6 huruf c. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan mampu mewujudkan

67 Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang
Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
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keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, serta perlindungan hukum
bagi seluruh pengguna jalan.%8
Cakupan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
meliputi pengaturan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan
masyarakat, baik yang diselenggarakan melalui aplikasi berbasis teknologi
informasi maupun tanpa aplikasi. Pengaturan tersebut mencakup aspek
keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan, serta
mengatur kewajiban pengemudi, penumpang, perusahaan aplikasi, dan pihak
terkait lainnya. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kelayakan kendaraan,
identitas kendaraan, perlengkapan keselamatan, serta kepatuhan terhadap
peraturan lalu lintas sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya
menciptakan ketertiban serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.®®
C. Magashid Syariah.
1. Pengertian Magashid Syariah
a. Pengertian Magashid
Secara bahasa magashid merupakan bentuk jamak dari magshad
yang merupakan masdar dari kata (2= (<) dapat diartikan dengan makna
“maksud” atau “tujuan”.’ Istilah magashid berasal dari bahasa Arab = (3«
yang merupakan bentuk jamak dari kata 2 o= & » yang bermakna maksud,
sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.”* Ada yang mengatakan dari
bahasa (etimologi) kata maqashid adalah bentuk plural (jama‘) dari kata
magshad. Kata magshad sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja
gashada yaqgshidu gasdhan wa magshadan atau bisa jadi terderivasi dari isim
makan al Magshid.
Secara istilah memiliki beberapa makna dan arti yaitu: Pertama,

bermakna al I"tizam, altimad, wa Thalab, wa Ityanuh al Syai"i yang

% Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang
Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Pasal 6 huruf c.

8 Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang
Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

0 Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, dikutip dalam Paryadi,
“Magqasid al-Syari‘ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” Vol. 4 (July 2021), n.d.

" Jasser Auda, dikutip dalam Paryadi, “Magqasid Syari‘ah: Definisi dan Pendapat
Para Ulama,” vol. 4 (July 2021).
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berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatanginya.
kata tersebut sebagaimana digunakan dan dipakai dalam z A Sz oig d
< aa 3 suatu redaksi hadits Nabi SAW yang berbunyi; diantara sekian
makna dan arti yang ada, kata inilah yang lebih 4w J! (.« mendekati makna
atau makna pokok/asal untuk kata tersebut yang berarti ( %@ < el G gk
J') Kedua bermakna Istigamat al Thariq jalan yang lurus, hal . tersebut
sebagaimana penggunaannya pada QS an Nahl ayat 09:
Allah Subhanahu Wa Ta‘ala berfirman:

Gl Rl s Gk L2 L AT G

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada
(jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi
petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (OS. An-Nahl 16: Ayat 9).

b. Pengertian Al-Syariah

Secara bahasa kata syari“ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan,
Sunnah. Pada dasarnya kata syari‘ah dipakai untuk sumber air yang
dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata
syari‘ah dalam artian jalan yang lurus. Hal itu adalah sebab dengan
memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa
manusia kepada kebaikan.

Adapun tentang kata-kata syari‘ah terdapat pada ayat-ayat al-
Qur‘an yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

z K T- (% o. S 07, -0, A w,e T 76T "cxa./
i aSE G adle Gatgty S e s G W BAal 2 L SO SV TS

uL@M,:\;ﬁrﬁuwp ;53.\&_34} e JacTeal 35 EY¥s 0 I8 G

-

a0 08 o iz 68T g s s i 1 2SI 4 5Ts

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan Kitab-
kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah
perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah
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engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran
yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami
berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya
kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali,
lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu
perselisinkan,” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 48)?

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

O3 ¥ Bl el as Ve eas b Y1 as s e Sllas 7

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat
(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah
engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-
Jasiyah 45: Ayat 18)"

selanjutnya pengertian istilah menurut para ahli yaitu sebagai

berikut:
Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah

Nama syariah, syar”l, syir*ah, sesungguhnya tersusun dari semua
yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata
bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin
dari kami. Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa syariah adalah
mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-
perintahnya dan komitmen beribadah. Dalam Kasyaf, —Semua yang
disyariatkan Allah kepada hamba-hambaNya yang datang dari para nabi.
Baik syariat itu berhubungan dengan tata cara ibadah yang disebut dengan
far‘iyyah. Atau berhubungan dengan akidah yang disebut asliyah. Jika
memperhatikan definisi-definisi syariah di atas, kita menemukan bahwa
syariah dimaknai dengan mengandung seluruh syariah-syariah yang
diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui nabi

dari para nabi.

2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahannya
(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Ma‘idah [5]: 48.

8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahannya
(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Jasiyah [45]: 18.
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c. Definisi Magashid Syariah
Pengertian Magashid Syariah adalah memahami makna-makna,
hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar
belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep magashid Syariah
adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok
bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk
mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah
diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang
sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari‘“ah adalah
untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau
menarik manfaat dan menolak mudarat (dar’u al-mafasid wa jalb al
masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut
adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang
tidak mungkin dipisahkan.’
2. Tingkatan Magashid Syariah
Al-Magashid al-Khamsahadalah lima tujuan pokok dalam hukum
Islam yang mencakup pemeliharaan agama(al-din), jiwa(al-nafs), akal(al-
‘aql), keturunan(al-nasl), dan harta(al-mal).Tingkatan magashid tersebut
sesuai dengan urutan yang telah disebutkan yakni memelihara agama
berada pada tingkatan pertama, memelihara jiwa adalah tingkatan kedua,
memelihara akal berada pada tingkatan ketiga, memelihara keturunan
merupakan tingkatan keempat, dan memeliharan harta adalah tingkatan
kelima(Suganda, 2020). Konsep magashid ini merupakan landasan
fundamental dalam mengatur berbagai aspek kehidupanmenurut hukum
Islam. Setiap tujuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusiadalam seluruhaspek
kehidupan.Kemaslahatan yang dituju memiliki dimensi duniawidan ukhrawi.
Seiring dengan tujuan utama tersebut, terdapat tingkatan kebutuhan manusia
yang disebut dengan dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah, dan mukmilat, yang

memiliki urutan prioritas dan intensitas berdasarkan tingkat urgensinya

4 Paryadi, Magasid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Vol. 4 (July
2021): 204-6
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Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini sangat penting
untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan
sehari-hari.

a. Dharuriyah atau kebutuhan primer.

Dharuriyah atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang
sangat mendasar dan harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan
hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi hal-hal yang berkaitan
langsung dengan keselamatan hidup, seperti makanan, tempat tinggal,
kesehatan, dan pendidikan dasar. Tanpa memenuhi kebutuhan
dharuriyah, kehidupan manusia akan terancam, sehingga kebutuhan
ini menjadi prioritas utama dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan
hadis banyak memberikan petunjuk tentang pentingnya pemeliharaan
terhadap kebutuhan dasar manusia ini, yang secara langsung
berhubungan dengan pemeliharaan agamadan jiwa

b. Hajiyah atau Kebutuhan Sekunder

Setelah kebutuhan dharuriyah, terdapat kategori hajiyahyang
merujuk pada kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiyah tidak
sepenting kebutuhan dharuriyah, namun tetap diperlukan untuk
meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam konteks ekonomi,
kebutuhan hajiyah dapat mencakup aspek seperti transportasi,
perumahan yang lebih layak, dan akses terhadap pendidikan yang
lebih  tinggi. Kebutuhan hajiyah ini  bertujuan  untuk
menyempurnakan kualitas kehidupan manusia, meskipun tidak
sekrusial dharuriyah. Namun, jika kebutuhan hajiyah tidak dipenuhi,
maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan dan
ketidaknyamanan, meskipun tidak sampai mengancam kelangsungan
hidup.

c. Tahsiniyah atau Kebutuhan Tersier.

Tahsiniyah berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi
dan menyempurnakan kehidupan manusia secara lebih baik.
Kebutuhan tahsiniyah termasuk dalam kategori kebutuhan tersier

yang sifatnya lebih terkait dengan kenyamanan, estetika, dan
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keharmonisan sosial. Contoh kebutuhan tahsiniyah adalah perhiasan
seni, dan fasilitas rekreasi. Kebutuhan ini bukanlah hal yang
mendesak dan tidak akan menyebabkan kerugian langsung jika tidak
dipenuhi, namun dapat meningkatkan kesejahteraan dan
keharmonisan hidup manusia. Dalam konteks sosial, kebutuhan ini
juga dapat meliputi aspek seperti hubungan sosial yang baik dan
pencapaian prestasi pribadi.

Mukmilat disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap atau
penunjang, menjadi kategori tambahan yang melengkapi kehidupan manusia
dalam aspek spiritual dan sosial. Meskipun tidak selalu dibahas secara
eksplisit dalam literatur klasik, konsep mukmilat mengacu pada hal-hal yang
dapat memperkaya pengalaman hidup manusia dan menambah kualitas
hidup, seperti kebutuhan dalam bidang pengembangan diri, penguasaan ilmu
pengetahuan, dan kegiatan  sosial  yang mendukung.Kebutuhan ini
memungkinkan individu untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam
kehidupan dunia dan akhirat, dan dalam banyak kasus,dapat dianggap sebagai
bagian dari tahsiniyah yang lebih spesifik.Tingkatan kebutuhan ini
menggambarkan sebuah hierarki yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip
al-magashid al-khamsah. Setiap tingkatan kebutuhan saling berhubungan dan
saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.
Misalnya, pemeliharaan jiwa dan akal sebagai bagian dari al-magashid al-
khamsahakan lebih mudah tercapai jika kebutuhan dharuriyah dan hajiyah
dipenuhi dengan baik.  Sebaliknya, ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar akan mengganggu pencapaian tujuan tahsiniyah dan
mukmilat.”

. Pandangan Para Ulama Tentang magashid syariah

Ar-Raisuni mencatat bahwa tokoh pertama yang memunculkan
istilah Magashid Syariah adalah Imam at Turmudzi al-Hakim (w. 296/320 H),
yang hidup pada abad ke-3. Karya-karyanya yang memuat gagasannya
adalah; al-Shalah wa Magashiduha, al-Haj wa Asraruh, al ‘Illah, ‘Ilal al-

> Asli Nasution et al., “Tingkatan al-Magashid al-Khamsah dan Penerapannya,”
Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 12 (2024): 4656-4670.
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Syari’ah, ‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan al-Furug yang kemudian diadopsi oleh
Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya. berisi penjelasan hikmah,
tujuan, dan filosofi ibadah haji dan shalat. Hikmah dan tujuan tersebut
diperoleh berdasarkan pembacaan terhadap al-Qur’an dan hadits, serta hasil
perenungan dari setiap ibadah yang dilakukan. Menurut al-Tirmidzi, hampir
setiap gerakan dan ritual yang dilaksanakan pada saat ibadah haji memiliki
manfaat dan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan utama haji ialah agar
manusia bersih dari dosa, menunaikan tanggung jawabnya, memperoleh
kebahagiaan dunia dan akhirat, dan memperoleh balasan berupa surga. Begitu
pula dengan shalat, setiap gerakan dan bacaannya mengandung berbagai
macam hikmah dan manfaat: shalat menghadap kiblat tujuannya agar
semakin fokus beribadah; melafalkan takbir bertujuan untuk menghilangkan
rasa sombong; tujuan membaca do’a supaya tidak lalai; ruku’ bertujuan untuk
menghilangkan sifat kasar dan keras; sujud bertujuan untuk membersihkan
dosa.’®
Pemikiran Para Ulama tentang Magashid syariah:
a. Pemikiran Magashid Syariah Imam Al-Juwaini
Imam Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang
pertama kali meletakkan dasar kajian tentang maqashid syari’ah ini.
Imam Al-Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu
memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan
larangan Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan
atau melakukan istinbath hukum-hukum syari’at. Istinbath merupakan
tata cara penggalian hukum, sebagaimana diketahui bahwa nash
syara’ yang terdiri dari Al-Qur’an dan al-Hadits, seluruhnya adalah
masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbath tersebut. Salah
satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui

tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri.”’

6 Neneng Hasanah Sutisna et al., Panorama Magashid Syariah (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2021), him. 2.

" Neneng Hasanah Sutisna et al., Panorama Magashid Syariah (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2021), him. 14.
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Pemikiran mengenai magashid syariah Imam Al-Juwaeni
dapat diketahui dari dalam kitab al-Burhan fi Ushdl al Figh. Di dalam
kitab tersebut, pada bab giyas, ia menjelaskan tentang bahasan
menarik teori ‘ilal (teori alasan) dan ushil (dalil pokok) dalam
mewujudkan maqashid syari’ah. Awalnya, ia membagi terlebih
dahulu magashid syari’ah menjadi dua, yaitu:

Pertama, Maqashid yang dihasilkan dari jalan istigra’
(berpikir induktif) terhadap nash. Secara bahasa Istiqra’ berarti
meminta untuk dibaca, diselidiki, dan diteliti. Sedangkan dalam artian
secara istilah ialah: Meneliti permasalahan-permasalahan cabang
(juz’i) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang
diterapkan pada seluruh permasalahan (kulli). Atau biasa diartikan
dengan sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan suatu hukum
pada hal-hal yang (Juz’i) yang kemudian diberlakukan pada hal-hal
yang (Kulli), atau dalam artian lain adalah pengambilan dalil hukum
dengan cara metode induktif. Hukum yang dihasilkan bersifat
ta’abbudi dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan
puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara ‘azimah —
yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Kedua, Magashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan
dan penyimpulan nash, karena secara nash belum ditemukan
ketetapan hukumnya. Magashid ini dihasilkan dari jalur
membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain.
Karena harus dilakukan pembandingan, maka peran akal (rasio)
menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum
semacam ini dilabelinya sebagai ta’aqquli (menerima peran rasio)’®.

Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk
menghasilkan produk hukum (figih), maka selanjutnya dengan

berpedoman pada kedua macam magashid tersebut, al-Juwaini

8 Neneng Hasanah Sutisna et al., Panorama Magashid Syariah (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2021), him.17-18.
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menjabarkan mengenai 5 poin pokok ushul syari’ah, antara lain
sebagai berikut:

1) Ushul atau Ashl yang berkaitan dengan kepentingan dlardri
(primer), yang terdiri dari pokok penjagaan jiwa (al-nafs),
penjagaan hak beragama (al-din), penjagaan hak harta benda (al-
mal), penjagaan akal (al-‘aql) dan penjagaan keturunan (al-nasl).
Kelima penjagaan ini dapat dibenarkan secara langsung oleh nash
namun tata caranya kadang harus beragam.

2) Ushul yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum
bersama dan memiliki dasar yang dapat ditemukan melalui
pembandingan hukum. Meskipun ushul ini tidak sampai
mencapai derajat pokok, namun ia merupakan wasilah untuk
mewujudkan kelima pokok (ushul) yang pertama (dlarQrt). Ushul
jenis ini dikategorikannya dalam label al-hjiyat (sekunder guna
pemenuhan kebutuhan).

3) Ushul yang berkaitan dengan penjagaan nilai serta norma-norma
sosial yang harus dipenuhi. Kelompok ushul ini merupakan
bagian yang memasukkan adat istiadat setempat (‘urf) sebagai
bagian dari pertimbangan hukum. Masalah ini dilabelinya sebagai
al-tahsiniyat (tersier).

4) Ushul yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disunnahkan.
Misalnya adalah tukar menukar kado, tolong-menolong dengan
tetangga, silaturahmi, atau bahkan peristiwa mudik lebaran.
Semua itu adalah perkara sunnah, dan dalam teks nash hanya
disinggung secara sepotong-sepotong.

5) Ushul yang tidak bisa dipahami maknanya. Misalnya adalah
ketetapan ziyadah (tambahan) yang disyaratkan dan yang tidak

disyaratkan yang berlaku dalam relasi utang-piutang.”

9 Neneng Hasanah Sutisna et al., Panorama Magashid Syariah (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2021), him.18-19.
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b. Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Asy-Syathibi

Magashid al-Syari’ah terdiri dari dua kata maqashid dan al-
Syari’ah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata magshid
atau maqshad. Keduanya merupakan mashdar dari fi’il qashada
yagshudu. Kata tersebut mengandung banyak makna, jika disesuaikan
dengan  pembahasan  tentang  magashid  berarti  tujuan
hukum.Magashid secara istilah berarti tujuan syari’ah dan rahasia
yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.
Sedangkan kata syari’ah secara Bahasa berarti jalan menuju sumber
air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan.Secara istilah
magashid al-Syari’ah berarti tujuan-tujuan syari’at Islam yang
terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya.

Ar-Raisuni mendefinisikan Magashid Al-Syari’ah sebagai
tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari’ah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia. Jadi secara terminology Magashid Al-
Syari’ah bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah
dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam tiap syari’atnya
baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba
Nya.

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa adanya maqgashid adalah untuk menjamin terwujudnya
maslahat bagi ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan
tersebut maka Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (taklif)
untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Logikanya sebuah
hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu tidak mungkin
adanya hukum tanpa adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat
difahami bahwa hukum sejatinya dibuat untuk kemaslahatan manusia
itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa magashid al-Syari’ah
adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai
ditetapkannya syari’at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir

yakni kemaslahatan manusia.
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Asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafagat secara khusus
membagi magashid menjadi dua bagian: gashdu al-syari’ (tujuan
Tuhan) dan gashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf). &

c. Pemikiran Magashid Syariah l1zzuddin Bin Abdussalaam

Izzuddin bin Abdussalaam (577-660 H/1181-1262 M), yang
dikenal dengan julukan Sultan al-'Ulama’, merupakan salah satu
tokoh penting dalam perkembangan teori magashid syariah. Melalui
karya monumentalnya Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, ia
mengembangkan pemikiran bahwa seluruh ketentuan syariat Islam
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslakah) dan
mencegah kerusakan (mafsadah) bagi manusia. Menurutnya, setiap
hukum yang ditetapkan Allah Swt. memiliki hikmah dan tujuan yang
berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan manusia, baik
dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, konsep
maslahat menjadi landasan utama dalam memahami tujuan
disyariatkannya suatu hukum. Berbeda dengan Imam al-Ghazali dan
Imam asy-Syathibi yang mengklasifikasikan magashid ke dalam
tingkatan darariyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, lzzuddin bin
Abdussalaam lebih menitikberatkan analisisnya pada perbandingan
antara maslahat dan mafsadah. Menurutnya, apabila dalam suatu
perbuatan terdapat dua maslahat yang bertentangan, maka harus
dipilih maslahat yang lebih besar. Sebaliknya, apabila terdapat dua
mafsadah yang tidak mungkin dihindari sekaligus, maka dipilih
mafsadah yang lebih ringan (akhaff al-dararayn). Demikian pula,
apabila maslahat dan mafsadah bertemu dalam satu keadaan, maka
penetapan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan mana yang
lebih dominan sehingga tujuan syariat tetap tercapai secara optimal.
Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa magashid syariah menurut
Izzuddin bin Abdussalaam bersifat sangat aplikatif dalam proses

istinbat hukum. la memandang bahwa seluruh kewajiban, larangan,

8 Arlinta Prasetian Dewi, "Magashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi,” dalam
Panorama Magashid Syariah, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: CV Media Sains
Indonesia, 2021), 52-54.
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maupun kebolehan dalam syariat harus diukur berdasarkan manfaat
dan mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, hukum Islam
tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga
sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan umat serta mencegah
segala bentuk kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan
ini menjadikan teori magashid Izzuddin bin Abdussalaam tetap
relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer
yang memerlukan pertimbangan terhadap dampak dan tujuan
diberlakukannya suatu hukum.8
d. Pemikiran Magashid Syariah Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) merupakan salah
satu ulama yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan
pemikiran magashid syariah. Menurutnya, seluruh ketentuan syariat
Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak
kemudaratan bagi umat manusia. la menegaskan bahwa setiap hukum
yang ditetapkan Allah Swt. mengandung hikmah dan manfaat
sehingga pelaksanaannya harus diarahkan pada tercapainya keadilan,
perlindungan terhadap hak-hak manusia, serta terwujudnya
kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,
tujuan syariat tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan secara
tekstual, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai
kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah mengembangkan
konsep magashid syariah yang dikenal dengan al-Maqasid al-
Asasiyyah (tujuan-tujuan dasar syariat). Konsep tersebut meliputi
lima tujuan utama, yaitu magsad tahqiq al-'adl (mewujudkan
keadilan), hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-nasl (melindungi
keturunan), hifz al-'agl (melindungi akal), dan hifz al-mal (melindungi
harta). Berbeda dengan ulama sebelumnya yang lebih
menitikberatkan pada klasifikasi tingkat kebutuhan manusia, Ibnu

81 Moh. Alfin Sulihkhodin, "Magashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam,"
El-Fagih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 7, no. 1 (2021): 1-18.
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Taimiyah memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya
keadilan sebagai tujuan utama syariat. Menurutnya, keadilan
merupakan fondasi tegaknya kehidupan individu maupun masyarakat,
sedangkan kezaliman menjadi penyebab rusaknya tatanan sosial dan
bertentangan dengan tujuan syariat.

Selain menempatkan keadilan sebagai tujuan pokok, Ibnu
Taimiyah juga menegaskan pentingnya menjaga lima aspek tersebut
dalam setiap penetapan hukum Islam. Perlindungan terhadap jiwa
bertujuan menjaga keselamatan manusia dari segala bentuk ancaman,
perlindungan terhadap akal dimaksudkan agar manusia mampu
berpikir secara sehat dan bertanggung jawab, perlindungan terhadap
keturunan bertujuan menjaga keberlangsungan generasi yang
bermartabat, sedangkan perlindungan terhadap harta bertujuan
menjamin keamanan hak milik serta mencegah segala bentuk
perampasan atau penyalahgunaan harta. Dengan demikian, menurut
Ibnu Taimiyah, setiap kebijakan dan penerapan hukum harus selalu
berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum dan pencegahan
terhadap segala bentuk kerusakan (mafsadah).®?

e. Pemikiran Magashid Syariah lbnu Asyur

Al-Tahir 1bn Asyur merupakan salah satu ulama
kontemporer yang memberikan kontribusi besar terhadap
perkembangan magashid syariah. Menurutnya, magashid syariah
tidak lagi diposisikan hanya sebagai cabang dari ilmu ushul fikih,
melainkan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan objek
kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Pandangan tersebut didasarkan
pada keyakinan bahwa magqashid syariah memiliki peran penting
dalam memahami tujuan ditetapkannya hukum Islam, sehingga
mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang
terus berkembang di tengah masyarakat. Dengan menjadikan
magashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri, Ibn Asyur berupaya

82 Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Magashid al-Syari‘ah Menurut
Ibnu Taimiyah," Jurnal Al-Magasid 6, no. 2 (2020): 173-186.
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memperluas ruang ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan
perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar
syariat.

Selain itu, Al-Tahir Ibn Asyur mengembangkan klasifikasi magashid
syariah berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu maqashid 'ammah
(tujuan umum), maqgashid khassah (tujuan khusus), dan magashid
juz'iyyah (tujuan parsial). Magashid 'ammah merupakan tujuan-
tujuan yang terdapat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan
syariat, seperti mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kemudahan,
serta menjaga keteraturan kehidupan manusia. Adapun magashid
khassah merupakan tujuan yang berkaitan dengan bidang hukum
tertentu, misalnya muamalah, keluarga, atau pidana. Sementara itu,
magashid juz'iyyah merupakan tujuan yang terkandung dalam suatu
ketentuan hukum secara spesifik terhadap kasus tertentu. Pembagian
tersebut menunjukkan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan
yang dapat dipahami baik secara umum maupun secara khusus sesuai
dengan konteksnya.

Menurut Ibn Asyur, kemaslahatan (maslakah) juga memiliki
beberapa bentuk yang menjadi dasar dalam memahami tujuan syariat.
la membagi maslahat berdasarkan tingkat kepentingannya, cakupan
penerimanya, dan tingkat kepastian keberadaannya. Melalui
klasifikasi tersebut, seorang mujtahid dapat menentukan hukum
dengan mempertimbangkan manfaat yang paling besar bagi
masyarakat tanpa mengabaikan tujuan pokok syariat. Selain itu, Ibn
Asyur menjelaskan bahwa penemuan maqgashid syariah dapat
dilakukan melalui penelitian terhadap nash Al-Qur'an dan Sunnah,
analisis terhadap illat hukum, serta pengamatan terhadap praktik
syariat secara menyeluruh sehingga tujuan-tujuan hukum dapat
dipahami secara komprehensif. Dengan demikian, pemikiran Al-
Tahir 1bn Asyur memberikan pembaruan terhadap kajian magashid
syariah melalui penegasan maqashid sebagai disiplin ilmu yang

mandiri, pengembangan klasifikasi magashid, pembahasan mengenai
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berbagai bentuk maslahat, serta metode dalam menemukan tujuan-
tujuan syariat.
4. Cakupan Magqashid Syariah
Menurut Imam asy-Syathibi, magashid syariah memiliki lima

bentuk pokok yang dikenal sebagai al-kulliyat al-khams atau lima prinsip
dasar syariat. Kelima prinsip tersebut meliputi menjaga agama (4ifz al-din),
menjaga jiwa (kifz al-nafs), menjaga akal (%ifz al-'agl), menjaga keturunan
(hifz al-nasl), dan menjaga harta (kifz al-mal). Kelima bentuk tersebut
merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam agar
kehidupan manusia dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sejahtera.
Penerapan setiap hukum dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk
melindungi lima aspek tersebut sehingga tercipta kemaslahatan serta
terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.®
a. Menjaga Agama (Hifz al-Din)

Menjaga agama merupakan tujuan utama syariat Islam. Syariat
diturunkan untuk memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam
memeluk dan menjalankan keyakinannya tanpa adanya paksaan. Bentuk
penjagaan terhadap agama diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah,
seperti salat, puasa, zakat, haji, zikir, dan berbagai bentuk ketaatan lainnya
sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan menjalankan
ajaran agama secara konsisten, manusia diharapkan memperoleh
kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

b. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

e Syariat Islam memberikan perlindungan yang tinggi
terhadap jiwa manusia. Oleh karena itu, segala bentuk
perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti
pembunuhan, penganiayaan, maupun tindakan yang
membahayakan diri sendiri, dilarang dalam Islam. Menjaga

jiwa juga dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan

8 Kuba Anwar, Abi Ishag Al Syatibi: Peranannya dalam Pengembangan Ijtihad
Magasid Relevansinya dalam Pembaruan Hukum di Indonesia (Disertasi Doktor, UIN
Alauddin Makassar, 2013), 112-118.
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C.

mental agar manusia dapat menjalani kehidupan secara sehat
dan aman.8
Menjaga Akal (Hifz al-'Aql)

Akal merupakan anugerah Allah Swt. yang membedakan manusia
dari makhluk lainnya. Oleh sebab itu, syariat memerintahkan agar akal
dijaga dari segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti minuman keras,
narkotika, dan zat-zat lain yang menghilangkan kesadaran. Dengan akal
yang sehat, manusia mampu berpikir secara rasional, mengambil
keputusan yang tepat, dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai
dengan tuntunan agama.

Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Perlindungan  terhadap  keturunan bertujuan menjaga
keberlangsungan generasi manusia melalui cara-cara yang sesuai dengan
syariat. Islam mengatur pernikahan sebagai jalan yang sah untuk
membentuk keluarga serta melarang perbuatan zina dan perkawinan yang
bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu, menjaga keturunan juga
dilakukan dengan memberikan pendidikan, pembinaan moral, dan
pemenuhan kebutuhan anak agar tercipta generasi yang berkualitas.
Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan
manusia sehingga syariat mengatur cara memperoleh, mengelola, dan
memanfaatkannya secara benar. Islam melarang segala bentuk perbuatan
yang merugikan harta, seperti pencurian, penipuan, korupsi, maupun
pemborosan. Sebaliknya, syariat mendorong setiap orang untuk
memperoleh harta melalui cara-cara yang halal serta menggunakannya

secara bijaksana demi kemaslahatan diri sendiri maupun masyarakat.®

8 Burhan Alimussirri, Paradigma Magashid Syariah As-Syathibi: Membongkar

Konstruksi Istinbat al-Hukm dalam Al-Muwafagat (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2021), 67-76.

8 Riska Harnysah Harahap, Prinsip Magashid Asy-Syariah dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Skripsi, IAIN
Padangsidimpuan, 2021), 24-31.
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BAB I11

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di Provinsi Bengkulu dangan ibukota kabupaten di Kota Curup.
Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sebesar 155.027 hektare yang
tersebar ke dalam 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa. Wilayah terluas
adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 24.460 hektare, sedangkan
wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 621
hektare. Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi
Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki populasi sekitar 257.498 jiwa
(2019). Ibu kotanya ialah Curup yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl.
Kabupaten ini terletak di Ulu Musi, sebuah lembah di tengah rangkaian Bukit
Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota
provinsi.

Kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemiringan datar
sampai bergelombang, jenis tanah: andosa, regosal, podsolik, latasol dan
allupial. Struktur tanah: sedang, lengkung, dan seikit dengan PH tanah 4,5 s/d
7,5 kedalaman efektif tanah sebagai besar terdiri atas kedalaman + 60 cm hingga
lebih dari £ 90 cm. Kabupaten Rejang Lebong tergolong daerah agraris yang
sejuk dan banyak menghasilkan berbagai produk hasil bumi berupa hasil
pertanian.

1. Batas Wilayah
Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar
tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan
Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil
adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayahsebesar 342 hektar.

8 Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, “Implementasi Peraturan
Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari
Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)” (PhD diss.,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), him.29.
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Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102A°194€2-102A°574€2 Bujur

Timur dan 2A°223€™(07a€-3A°314€> Lintang Selatan. Secara geografis

Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah

barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timar di apit oleh

Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan: Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang

Sebelah timur: Kota lubuk linggau dan kabupaten musi rawas

sebelah barat: kabupaten Bengkulu utara dan kabupaten Bengkulu tengah

Ibu kota kabupaten rejang lebong terletak di kota curup.jarak kota curup dari

beberapa kota disekitar antara lain:

Bengkulu: 85 km

Lubuk Linggau: 55 km

Palembang: 484 km

Tanjung Karang: 774 km&’

2. Potensi Alam

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu wilayah yang berada di

Provinsi Bengkulu dengan ibu kota di Curup. Wilayah ini memiliki posisi

yang cukup strategis karena berjarak sekitar 85 km dari Kota Bengkulu,

sekitar 55 km dari Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, serta ratusan

kilometer dari Palembang dan Bandar Lampung. Letaknya yang berada di

daerah pegunungan membuat Curup dikenal memiliki udara yang sejuk.
Secara geografis, Kabupaten Rejang Lebong memiliki kondisi

wilayah yang sebagian besar berupa dataran bergelombang hingga

perbukitan. Jenis tanah di daerah ini cukup beragam seperti andosol,

regosol, podsolik, latosol, dan aluvial. Kondisi tanah tersebut membuat

wilayah ini cocok untuk kegiatan pertanian sehingga banyak masyarakat

yang menggantungkan hidupnya pada  sektor pertanian..

Dari sisi sejarah dan budaya, wilayah ini didominasi oleh Suku

8 Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, “Implementasi Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasah
Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)” (PhD diss., Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), him. 30.
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Rejang yang dikenal sebagai salah satu suku tertua di Pulau Sumatera. Suku
Rejang tidak hanya mendiami Kabupaten Rejang Lebong, tetapi juga
tersebar di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Hingga saat ini, budaya
dan tradisi masyarakat Rejang masih tetap dijaga dan menjadi bagian
penting dari identitas daerah tersebut.
Potensi Alam Kabupaten Rejang Lebong
a. Pemandian Suban Air Panas
Pemandian Air Panas Suban merupakan salah satu tempat
wisata yang cukup populer di Kabupaten Rejang Lebong dan selalu
ramai dikunjungi wisatawan. Lokasinya berada tidak jauh dari Jalan
Lintas Sumatera yang menghubungkan Lubuk Linggau dan Curup
sehingga mudah dijangkau. Air panas di tempat ini terkenal jernih dan
tidak memiliki bau belerang, sehingga nyaman digunakan untuk
berendam. Banyak pengunjung percaya bahwa airnya dapat membantu
meredakan pegal, rematik, hingga masalah kulit. Selain kolam
pemandian, kawasan ini juga dikelilingi perbukitan hijau yang
membuat suasana terasa lebih sejuk dan alami.
b. Bukit Kaba
Bukit Kaba atau Gunung Kaba menjadi salah satu destinasi
favorit bagi para pecinta alam dan pendaki. Tempat ini berada di Desa
Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong, dan termasuk kawasan
Taman Wisata Alam yang juga menjadi habitat bunga langka Rafflesia
arnoldii. Bukit dengan Kketinggian sekitar 1.925 meter di atas
permukaan laut ini menawarkan pemandangan alam yang
menakjubkan. Di puncaknya terdapat dua kawah yang memiliki warna
berbeda, yaitu hijau dan putih kecoklatan, sehingga menjadi daya tarik
tersendiri bagi wisatawan yang berhasil mencapai puncaknya.
c. Sungai Trokon
Sungai Trokon merupakan salah satu objek wisata alam yang
berada di Desa Wisata Cawang Lama. Tempat ini cocok bagi wisatawan

yang ingin menikmati suasana alam sambil bermain air. Aliran

69



sungainya yang jernih dan pemandangan alam disekitarnya membuat
suasana terasa menenangkan. Pengunjung juga dapat menikmati
berbagai aktivitas seperti berenang, bermain ban di sungai, atau
bersantai di pondok-pondok yang tersedia di sekitar area wisata.
. Tebing Suban

Tebing Suban Curup menjadi destinasi wisata alam yang
cukup terkenal di Rejang Lebong. Lokasinya berada di kawasan Curup
dan berjarak sekitar 15 km atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat
kota. Tempat ini menawarkan pemandangan tebing yang indah dengan
suasana alam yang menenangkan. Selain menikmati panorama alam,
pengunjung juga dapat berfoto di berbagai spot menarik yang tersedia.
Di kawasan wisata ini juga terdapat taman, tempat makan, hingga
wahana permainan air yang membuat wisata semakin lengkap.
Danau Mas Harun Bastari

Danau Mas Harun Bastari merupakan danau alami yang
memiliki luas sekitar 75 hektar dan dikelilingi oleh perbukitan hijau
yang indah. Danau ini terletak di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu
Rejang, tepat di jalur Curup menuju Lubuk Linggau. Salah satu
keunikan danau ini adalah adanya pulau kecil di tengah danau yang
berbentuk menyerupai huruf "C", yang dipercaya melambangkan nama
kota Curup. Di kawasan wisata ini juga tersedia berbagai fasilitas
seperti hotel, homestay, restoran, wahana permainan, perahu wisata,
hingga area memancing.
Paralayang Puncak Diklat

Bagi pecinta wisata olahraga ekstrem, kawasan Puncak
Diklat di sekitar Danau Mas Harun Bastari menawarkan aktivitas
paralayang yang cukup menarik. Tempat ini sering dijadikan lokasi
latihan maupun atraksi paralayang karena memiliki pemandangan yang
indah dari ketinggian. Dari titik lepas landas di Puncak Diklat,
pengunjung dapat menikmati panorama Danau Mas Harun Bastari dan

perbukitan di sekitarnya. Kegiatan ini juga sering menjadi bagian dari
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event wisata untuk mendukung pengembangan pariwisata di Rejang

Lebong.

g. Air Terjun Curug Papat

Air Terjun Curug Papat terletak di Desa Kayu Manis,
Kecamatan Selupu Rejang, sekitar 30 menit perjalanan dari pusat Kota
Curup. Sesuai dengan namanya, "papat” yang berarti empat, tempat ini
memiliki beberapa aliran air terjun dalam satu kawasan. Keindahan air
terjun yang mengalir di antara tebing dan pepohonan hijau menciptakan
suasana yang sangat alami dan menenangkan. Di area wisata ini juga
terdapat jembatan bambu yang sering dijadikan spot foto favorit oleh
para pengunjung karena tampilannya yang unik dan menyatu dengan

alam.®8

3. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong Mata
pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), pedagangan, PNS,
wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini
adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang
Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di
Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong
terkenal sebagai lumbung padi,sayur dan umbi umbian di Bengkulu.
Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren
dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat
terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan
perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun. Barang

tambang atau galian yang ada di wilayah ini didominasi galian seperti:

NO | Bahan Galian Tambang
1 Batu Kali

2 Batu Pasir

8 Detik Sumbagsel, “Mengenal Sejarah Kabupaten Rejang Lebong Lengkap
Potensi Wisata Daerah,” diakses 18 Mei 2026 pukul 09:02 WIB,
https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-8399799/mengenal-sejarah-kabupaten-
rejang-lebong-lengkap-potensi-wisata-daerah.

71


https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-8399799/mengenal-sejarah-kabupaten-rejang-lebong-lengkap-potensi-wisata-daerah
https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-8399799/mengenal-sejarah-kabupaten-rejang-lebong-lengkap-potensi-wisata-daerah

Pasir

Pasir Merah
Tanah Liat

Lempung

Pasir Besi

Granit

© 0 (N |o (o | b~ W

Batu Gunung

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi bukit Kaba,
batu bara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang
dan cadangan minyak (tentatif) di Curup Utara.®

B. Kondisi Demografi

Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk yang terus
mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk di wilayah ini
tersebar pada beberapa kecamatan dengan tingkat kepadatan yang berbeda-beda.
Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran,
kematian, dan perpindahan penduduk. Selain itu, persebaran penduduk di
Kabupaten Rejang Lebong umumnya terkonsentrasi pada wilayah yang
memiliki akses ekonomi, pendidikan, dan pusat pemerintahan yang lebih
memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kependudukan memiliki
pengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang
Lebong tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada
tahun 2023 tercatat sebanyak 285,71 ribu jiwa. Jumlah tersebut
menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk sebesar 1,18 persen
dibandingkan tahun 2020. Persebaran penduduk di Kabupaten Rejang
Lebong tersebar pada berbagai kecamatan dengan tingkat kepadatan yang

8 Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, “Implementasi Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasah
Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)” (PhD diss., Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), hIm.32.
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berbeda-beda. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh
faktor kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk yang terjadi di
wilayah tersebut. Kondisi demografis ini turut memengaruhi perkembangan
sosial, ekonomi, dan kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten
Rejang Lebong.®°
Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong
menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024, angka harapan lama
sekolah di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 14,01 tahun, sedangkan
rata-rata lama sekolah mencapai 9,09 tahun. Data tersebut menunjukkan
bahwa masyarakat memiliki akses pendidikan yang cukup memadai,
meskipun masih terdapat sebagian penduduk yang belum menyelesaikan
pendidikan pada jenjang menengah atas. Selain itu, pemerintah daerah terus
melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana
pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik guna mendukung
pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.®?
Pekerjaan

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Rejang Lebong bekerja pada
sektor pertanian dan perkebunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi
geografis daerah yang berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang
subur sehingga sangat mendukung Kkegiatan agraris masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, sektor
pertanian masih menjadi lapangan usaha utama bagi masyarakat
dibandingkan sektor lainnya. Komoditas utama yang banyak dihasilkan
antara lain kopi, padi, sayur-mayur, dan tanaman hortikultura lainnya.
Selain sektor pertanian, sebagian masyarakat juga bekerja di bidang
perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan menengah yang berkembang di

wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur

% Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten
Rejang Lebong 2024, diakses 18 Mei 2026, pukul 09:21 WIB.

°1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten
Rejang Lebong 2024, diakses 18 Mei 2026, pukul 09:21 WIB.
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perekonomian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong masih didominasi
oleh sektor agraris.®
Kepemilikan Sepeda Motor

Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Dikabupaten
Rejang Lebong (28 Maret 2025).

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu mencapai 91,14 ribu unit pada Maret 2025. Berdasarkan
data Electronic Registration and Identification (ERI) Korps Lalu Lintas
Polri (Korlantas Polri) pada Jumat (28/3), jumlah sepeda motor di
Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 76,59 ribu unit. Selanjutnya, jumlah
mobil penumpang sebanyak 9.791 unit. Diikuti mobil bermuatan 4.682unit,
bus 27 unit, dan kendaraan khusus (ransus) 46 unit.

Kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan jumlah kendaraan
bermotor terbanyak yakni Kab. Bengkulu Selatan (321,5 ribu unit). Adapun
jumlah kendaraan bermotor paling sedikit di Kab. Lebong (33,27 ribu unit).
Berikut ini daftar jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenis di
Kabupaten Rejang Lebong pada 28 Maret 2025 menurut ERI Korlantas

Polri.%3

A. Sepeda Motor: 76,59 Ribu Unit

B. Mobil Penumpang: 9,791 Unit

C. Mobil Bermuatan: 4.682 Unit

D. Kendaraan Khusus: 46 Unit

E. Bus: 27 Unit

Nama data Nilai

total 91.142

Sepeda motor 76.595

92 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Statistik Daerah Kabupaten
Rejang Lebong 2024, diakses 18 Mei 2026, pukul 09:21 WIB.

9 Katadata DataBoks, “Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rejang
Lebong per 28 Maret 2025,” diakses 18 Mei 2026, pukul 09:55 WIB.
https://databoks.katadata.co.id/transportasilogistik/statistik/31afe3ded973003/jumlah-
kendaraan-bermotor-di-kabupaten-rejang-lebonghari-ini
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Mobil penumpang 9.791

Mobil bermuatan 4.682
Kendaraan khusus 46
bus 27

5. Jumlah Perokok di Kabupaten Rejang Lebong.

Perilaku merokok membahayakan diri sendiri maupun orang
lain yang berada disekitarnya, karena asap rokok mengandung lebih dari
4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker.
Berdasarkan persentase negara dengan produsen tembakau terbesar di
dunia, Indonesia berada di posisi keenam dengan jumlah produksi tembakau
sebesar 136 ribu ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia.
Jumlah perokok di dunia mencapai 2,8 milyar orang, dimana setiap tahun
ada 5 juta orang yang meninggal akibat penyakit yang di sebabkan oleh
rokok (WHO, 2021).

Menurut Peto et al (2022) secara global 50% remaja pria dan 10%
remaja perempuan merupakan perokok aktif, hal ini dapat menyebabkan
kematian akibat rokok dari 5 juta orang pada tahun 2020 dan akan menjadi
10 juta dibeberapa tahun yang akan datang. Pada tahun 2025 lebih dari 1,1
triliun orang merokok tembakau. Angka ini jauh lebih banyak pada pria
dibandingkan pada wanita. Walaupun terjadi penurunan secara luas di
seluruh dunia dan dibeberapa negara, prevalensi dari merokok tembakau
sejatinya mengalami kenaikan menurut data yang diperoleh dari WHO.

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa Indonesia
menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah
China dan India. Indonesia menduduki posisi peringkat ke-5 konsumen
rokok terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Riset
Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur di atas 10 tahun
yang merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkat sebesar 34,7%,
untuk kelompok umur di atas15 tahun (WHO, 2022). Berdasarkan survey
internasional laporan bahwa prevalensi perokok mencapai 67,4 persen laki

laki 4 dan 4,5 persen perempuan. Perokok pria dan wanita ini mencapai 36,1

75



persen dari komposisi penduduk. Sekitar 61,4 juta penduduk mengkonsumsi
tembakau. Dan ironisnya prevalensi menurut gender sampai 24 tahun
mencapai sebanyak 51,7 persen (WHO, 2022).

Prevalensi perokok di Indonesia (baik perokok hisap maupun
pengunyah tembakau) pada kelompok umur >15 tahun cenderung
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 34,2%, tahun 2021
meningkat menjadi 34,7%, dan tahun 2022 mencapai 36,3% (Kemenkes RI,
2022). Selain Riskesdas, survei terhadap penggunaan tembakau nasional
juga dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada tahun
2021, survei ini menunjukkan proporsi penduduk umur >15 tahun pada
perokok laki-laki sebesar 67% dan pada perempuan sebesar 2,7 persen
(GATS, 2022). Di Kabupaten Rejang Lebong prevalensi perokok setiap
tahunya terus mengalami peningkatan, berdasarkan hasil survey Badan
Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan.

Kabupaten Rejang lebong pada tahun 2021, 2022, dan 2023
prevalensi perokok sebesar 34,17%, 43,17%, dan 58,17%. Hal ini
menunjukkan bahwa di Kabupaten Rejang Lebong prevalensi merokok
setiap tahunnya terus mengalami peningkatan (Dinkes kabupaten Rejang
Lebong, 2023). Asap rokok yang dihasilkan dari rokok dapat menyebabkan
berbagai penyakit yang sangat membahayakan seperti kanker paruparu,
asma, penyakit jantung iskemik, kanker saluran pernafasan, kanker
tenggorokan, Insomnia, impoten, dan sebagainya. Paparan asap rokok
menewaskan lebih dari 600.000 non-perokok (Nurlikasari et al., 2021).%*

% Aditya Yohandi Putra, Tita Septi Handayani, and Sulastri, “Self Efficacy dan
Persepsi lklan pada Bungkus Rokok dengan Motivasi Berhenti Merokok pada Remaja
Perokok di SMA Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong,” Jurnal Pakar Kesehatan 1, no. 2
(2025): 77-88.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor
Yang Merokok Dijalan Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
dan angkutan jalan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau
dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan
konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah).” Secara normatif, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh distraksi atau gangguan
konsentrasi saat berkendara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan
berbagai perilaku yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara,
salah satunya adalah merokok saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan,
negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur
berbagai ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk sanksi
terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu
ketentuan penting terdapat dalam Pasal 283 yang menyatakan bahwa setiap
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan
melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam
mengemudi dapat dikenakan sanksi pidana. dalam konteks penelitian ini
Jimplementasi pasal 293 undang -undang nomor 22 tahun 2009 diukur
melalui kemampuan aturan untuk mewujudkan keselamatan,kenyamanan
dan keamanan saat berkendara bagi pengguna jalan dan meminimalisir

tingkat kecelakaan lalu lintas dikabupaten rejang lebong.

77



Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih terjadinya
fenomena atau aktivitas pengendara sepeda motor yang merokok saat
berkendara, Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian
lapangan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang
merokok di jalan raya Kabupaten Rejang Lebong. Data penelitian diperoleh
melalui wawancara dengan personel Satlantas Polres Rejang Lebong
sebagai aparat penegak hukum serta pengendara sepeda motor sebagai
masyarakat pengguna jalan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi
guna memperoleh gambaran mengenai praktik pengendara yang merokok
saat berkendara di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul AIPDA NRP
78090328. selaku Basisatlantas Polres Rejang Lebong pada tanggal 10 Juli
2026 diperoleh informasi bahwa pengendara sepeda motor yang merokok
saat berkendara masih sering dijumpai, terutama pada jam-jam tertentu dan
di ruas jalan utama Kabupaten Rejang Lebong. Menurut beliau, perilaku
tersebut berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara sehingga dapat
meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Menurut saya, Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang
bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan
dengan mewajibkan setiap pengendara tetap berkonsentrasi selama
mengemudikan kendaraan. Aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor termasuk salah satu tindakan yang berpotensi
mengganggu konsentrasi karena Abu dan api rokok dapat
mengganggu pengelihatan pengendara lain sehingga berpotensi
menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, kami
lebih mengedepankan upaya preventif melalui pemberian imbauan
dan teguran secara langsung kepada masyarakat agar lebih
memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Apabila
ditemukan pengendara yang melakukan pelanggaran dan
tindakannya berpotensi membahayakan keselamatan pengguna
jalan, kami akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti menilang atau
meberi surat teguran. Namun demikian, masih terdapat beberapa
kendala dalam penerapan Pasal 283, di antaranya rendahnya
tingkat kesadaran masyarakat serta anggapan bahwa merokok saat
berkendara bukan merupakan suatu pelanggaran, sehingga
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diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas."
Berdasarkan hasil wawancara Diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 283

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk menjaga
keselamatan pengguna jalan dengan mengharuskan pengendara tetap
berkonsentrasi saat berkendara. Merokok saat mengendarai sepeda motor
dinilai dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan
lalu lintas. Dalam penerapannya, Satlantas lebih mengutamakan upaya
preventif melalui imbauan dan teguran, sedangkan penindakan dilakukan
apabila pelanggaran tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Adapun kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran
masyarakat dan anggapan bahwa merokok saat berkendara bukan
merupakan pelanggaran.®®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabda,
AIPTU NRP 80030552 selaku BaSatlantas Polres Rejang Lebong, diperoleh
informasi bahwa Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
merupakan ketentuan yang bertujuan menjaga keselamatan pengguna jalan
dengan mewajibkan setiap pengendara tetap berkonsentrasi selama
berkendara. Menurut narasumber, aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor termasuk perbuatan yang dapat mengganggu konsentrasi
karena abu, asap, dan bara api rokok berpotensi mengenai pengendara lain
serta mengurangi kenyamanan dalam berlalu lintas. Dalam penerapannya,
Satlantas Polres Rejang Lebong terus mengupayakan terwujudnya
ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas melalui pemberian
surat teguran maupun teguran secara langsung kepada pelanggar. Namun
demikian, penerapan Pasal 283 masih menghadapi kendala berupa
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat
berkendara. Oleh karena itu, Satlantas juga melakukan upaya preventif

dengan cara memberikan arahan secara langsung kepada masyarakat guna

% Wawancara Bapak Syahrul AIPDA NRP 78090328, Basisatlantas polres Rejang
Lebong,Tanggal 10 Juli 2026, Pukul 15.00 Wib
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meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan budaya tertib berlalu
lintas.

“Menurut saya, Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
merupakan ketentuan yang dibuat untuk menjamin keselamatan
seluruh pengguna jalan dengan mewajibkan setiap pengendara
tetap berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Aktivitas
merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk salah satu
tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi karena abu, asap,
dan bara api rokok dapat mengenai pengendara lain serta
mengurangi kenyamanan dalam berlalu lintas. Saat ini kami terus
mengupayakan  terwujudnya  ketertiban, keamanan, dan
kenyamanan berlalu lintas melalui pemberian teguran secara
langsung maupun surat teguran kepada pengendara yang
melakukan pelanggaran. Kendala yang kami hadapi adalah masih
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang
ditimbulkan dari aktivitas merokok saat berkendara. Oleh karena
itu, kami memberikan arahan secara langsung kepada pengendara
yang merokok dengan pendekatan yang mengayomi serta
memberikan penjelasan mengenai bahaya dan risiko yang dapat
ditimbulkan akibat merokok saat berkendara, baik terhadap
keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.".
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabda, AIPTU

NRP 80030552 selaku Ba Satlantas Polres Rejang Lebong, dapat
disimpulkan bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor
merupakan tindakan yang berpotensi mengganggu konsentrasi dan
membahayakan pengguna jalan lain sehingga bertentangan dengan
ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam
penerapannya, Satlantas Polres Rejang Lebong lebih mengedepankan upaya
preventif melalui pemberian teguran dan sosialisasi kepada masyarakat.
Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi kendala berupa
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko merokok saat berkendara
sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan serta peningkatan
kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Ramadhan,
Brigpol NRP 95020368 selaku Ba Satlantas Polres Rejang Lebong,
diperoleh informasi bahwa Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 merupakan ketentuan yang bertujuan mewujudkan keselamatan,

% \Wawancara bapak Muhammad Sabda, AIPTU NRP 80030552, Basatlantas
Polsek reajang Lebong, tanggal 10 juli 2026, pukul 15.35 wib.
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keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas dengan mengharuskan setiap
pengendara tetap berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Menurut
narasumber, aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk
tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi karena abu maupun puntung
rokok yang dibuang sembarangan dapat mengenai pengguna jalan lain
maupun masyarakat yang berada di tepi jalan, sehingga berpotensi
mengganggu  ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dalam
penerapannya, Satlantas Polres Rejang Lebong lebih mengedepankan
tindakan preventif melalui pemberian teguran secara langsung maupun surat
teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Namun
demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap bahaya merokok saat berkendara. Oleh karena itu, petugas terus
memberikan arahan secara langsung kepada pengendara yang merokok
dengan pendekatan yang mengayomi serta menjelaskan dampak dan bahaya
yang dapat ditimbulkan akibat merokok saat berkendara.

"Menurut saya, Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
dibuat untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban
seluruh pengguna jalan dengan mengharuskan setiap pengendara
tetap berkonsentrasi selama berkendara. Aktivitas merokok saat
mengendarai sepeda motor termasuk tindakan yang dapat
mengganggu konsentrasi karena abu maupun puntung rokok yang
dibuang sembarangan dapat mengenai pengguna jalan lain maupun
masyarakat yang berada di pinggir jalan, sehingga dapat
mengganggu ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dalam
pelaksanaannya, kami lebih mengedepankan pemberian teguran
secara langsung maupun surat teguran kepada pengendara yang
melakukan pelanggaran. Kendala yang masih dihadapi adalah
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat
berkendara. Oleh karena itu, kami memberikan arahan secara
langsung kepada pengendara yang merokok dengan cara
mengayomi serta menjelaskan akibat dan bahaya yang dapat
ditimbulkan dari aktivitas merokok saat berkendara agar
masyarakat lebih memahami pentingnya keselamatan dalam berlalu
lintas."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol

NRP 95020368 selaku Ba Satlantas Polres Rejang Lebong, dapat
disimpulkan bahwa merokok saat mengendarai sepeda motor merupakan
aktivitas yang berpotensi mengganggu keselamatan dan ketertiban berlalu
lintas karena abu maupun puntung rokok dapat mengenai pengguna jalan
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lain. Dalam penerapan Pasal 283, Satlantas Polres Rejang Lebong lebih
mengutamakan upaya preventif melalui pemberian teguran dan pembinaan
kepada masyarakat. Namun demikian, rendahnya kesadaran masyarakat
masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan edukasi dan arahan
secara langsung agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat
berkendara.®’

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Repan Azhari selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 06
Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor masih sering dilakukan, terutama ketika melakukan
perjalanan ke tempat bekerja Narasumber mengungkapkan bahwa
kebiasaan tersebut dilakukan karena sudah menjadi rutinitas selama
berkendara. Meskipun demikian, narasumber menyadari bahwa merokok
saat mengendarai sepeda motor dapat mengurangi konsentrasi karena
perhatian pengendara terbagi antara mengendalikan kendaraan dan
merokok. Selain itu, abu maupun bara rokok juga berpotensi mengganggu
pengguna jalan lain sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya
kecelakaan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas V Sekolah Dasar. Saya juga sering merokok saat mengendarai
sepeda motor, terutama ketika berangkat bekerja, karena ingin
menghabiskan sisa rokok yang sebelumnya saya hisap di rumah.
Saya belum mengetahui adanya Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan aktivitas yang
dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Namun, menurut
saya, merokok saat mengendarai sepeda motor dapat mengurangi
konsentrasi karena saat merokok saya sering mengendalikan
kendaraan hanya dengan satu tangan. Selain itu, asap dan abu
rokok juga dapat mengganggu pengguna jalan lain, terutama jika
berada dalam jarak yang berdekatan, sehingga berpotensi
menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selama ini saya belum pernah
mendapatkan teguran maupun tindakan dari petugas kepolisian
karena merokok saat berkendara, dan saya juga belum pernah
mengalami kecelakaan akibat aktivitas tersebut. Menurut saya, agar
masyarakat lebih sadar terhadap bahaya merokok saat berkendara,
petugas lalu lintas perlu memberikan teguran secara langsung

97 Wawancara Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol NRP 95020368, Basisatlantas
Polres Rejang Lebong, Tanggal 10 Juli 2026, Pukul 16.00 Wib.
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kepada pengendara yang merokok saat berkendara agar mereka
lebih memahami risiko yang dapat ditimbulkan."
Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Repan Azhari, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak
usia dini dan sering merokok saat berkendara, terutama ketika berangkat
bekerja. Meskipun belum mengetahui ketentuan Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009, narasumber menyadari bahwa merokok saat
mengendarai sepeda motor dapat mengurangi konsentrasi dan berpotensi
membahayakan pengguna jalan lain. Narasumber juga menyatakan belum
pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan
akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, pemberian teguran
secara langsung oleh petugas lalu lintas perlu dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat
berkendara.%

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Padri Susanto selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 06
Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor masih sering dilakukan, Narasumber mengungkapkan bahwa
kebiasaan tersebut dilakukan karena sudah menjadi rutinitas selama
berkendara. Narasumber berpendapat bahwa ketikan narasumber
melakukan aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor tidak
mengurangi konsentrasi, namun abu maupun bara rokok berpotensi
mengganggu pengguna jalan lain sehingga dapat meningkatkan risiko
terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak selesai kuliah dan
cukup sering merokok saat mengendarai sepeda motor. Menurut
saya, merokok sambil berkendara terasa lebih nyaman karena dapat
menikmati hembusan angin selama perjalanan. Saya mengetahui
bahwa pengendara harus tetap berkonsentrasi saat berkendara,
tetapi saya belum pernah mendengar mengenai Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok tidak
mengurangi konsentrasi karena saya tetap merasa fokus saat
mengendarai sepeda motor. Namun, saya menyadari bahwa abu
rokok dapat membahayakan pengguna jalan lain karena dapat
mengganggu penglihatan pengendara yang berada di sekitar.

9% Waawancara Saudara Repan Azhari, Masyarakat Tempel Rejo, Tanggal 06 Juni
2026, Pukul 19.04 Wib.
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Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas
maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara.
Menurut saya, sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan
agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat
berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Padri Susanto, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak
selesai kuliah dan sering merokok saat berkendara karena merasa lebih
nyaman. Meskipun belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009, narasumber mengetahui pentingnya menjaga konsentrasi
saat berkendara. Narasumber berpendapat bahwa merokok tidak
mengurangi konsentrasinya, tetapi mengakui bahwa abu rokok dapat
membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah
mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta
berpendapat bahwa sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih
memahami risiko merokok saat berkendara.*®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Muhammad Fiki
selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada
tanggal 06 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat
mengendarai sepeda motor sesekali masih dilakukan. Narasumber
mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan karena merasa lebih
fokus selama berkendara. Narasumber juga menyatakan belum mengetahui
adanya Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut narasumber, merokok saat
mengendarai sepeda motor tidak mengurangi konsentrasinya. Namun
demikian, narasumber berpendapat bahwa asap rokok dapat membahayakan
pengguna jalan lain, terutama anak-anak yang berada di sekitar pengendara,
sehingga diperlukan himbauan dan penyuluhan dari pihak berwenang untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat
berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas 11l Sekolah Dasar. Saya tidak terlalu sering merokok saat
mengendarai sepeda motor, tetapi terkadang saya melakukannya

9 Wawancara Saudara Padri Susanto, Masyarakat Sukowati, Tanggal 06 Juni
2026, Pukul 16.00 Wib.
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karena merasa lebih fokus selama perjalanan. Saya belum
mengetahui adanya aturan yang mengatur pengendara agar tetap
berkonsentrasi saat berkendara dan juga belum pernah mendengar
mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi
konsentrasi. Namun, saya menyadari bahwa aktivitas tersebut dapat
membahayakan pengguna jalan lain, terutama anak-anak yang
dibonceng oleh pengendara di sekitar karena asap rokok dapat
mengganggu kesehatan mereka. Selama ini saya belum pernah
mendapatkan teguran dari petugas kepolisian maupun mengalami
kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, agar
masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara,
perlu adanya himbauan dan penyuluhan dari pihak yang berwenang
secara berkelanjutan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Muhammad Fiki, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia
dini dan sesekali merokok saat berkendara dengan alasan agar lebih fokus
selama perjalanan. Narasumber belum mengetahui adanya Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok tidak
mengurangi konsentrasinya. Namun, narasumber menyadari bahwa asap rokok
dapat membahayakan pengguna jalan lain, khususnya anak-anak yang berada
di sekitar pengendara. Narasumber juga belum pernah mendapatkan teguran
dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara
serta berpendapat bahwa himbauan dan penyuluhan dari pihak berwenang
perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.'°

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Jhon Kenedi selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 06 Juni
2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda
motor masih sering dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama.
Narasumber mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap
berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat
berkendara dapat mengurangi konsentrasi karena bara api rokok terkadang
dapat mengenai wajah pengendara. Namun demikian, narasumber berpendapat

bahwa aktivitas tersebut tidak membahayakan pengguna jalan lain karena

100 Wawancara Suadara Muhammad Fiki, Masyarakat Gaja Mada 111, Tanggal 06
Juni 2026, Pukul 14.00 Wib.
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dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap pengendara di sekitarnya.
Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas
maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut
narasumber, perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian agar masyarakat
lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas Il SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat
mengendarai sepeda motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya
belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan
aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.
Menurut saya, merokok saat berkendara dapat mengurangi
konsentrasi karena bara api rokok terkadang mengenai wajah saya
sendiri. Namun, saya berpendapat bahwa aktivitas tersebut tidak
membahayakan pengguna jalan lain karena tidak berpengaruh
terhadap pengendara di sekitar. Selama ini saya belum pernah
mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan
akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, sosialisasi dari
pihak kepolisian perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami
bahaya merokok saat berkendara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Jhon Kenedi, dapat disimpulkan

bahwa narasumber telah lama memiliki kebiasaan merokok dan masih sering
merokok saat berkendara karena sudah menjadi rutinitas. Narasumber belum
mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun
menyadari bahwa merokok dapat mengurangi konsentrasi akibat bara api rokok
yang terkadang mengenai wajah pengendara. Meskipun demikian, narasumber
berpendapat bahwa aktivitas tersebut tidak membahayakan pengguna jalan
lain. Menurut narasumber, sosialisasi dari pihak kepolisian perlu ditingkatkan
agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.%!
Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara llham Wahyudi
selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal
12 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor masih sering dilakukan, terutama ketika berangkat bekerja,
karena telah menjadi kebiasaan sejak lama. Narasumber mengaku belum
mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22

101 Wawancara Saudara John Kenedi, Masyarakat Sukowati, Tanggal 06 Juni
2026, Pukul 17.00 Wib.
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Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat
berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi
konsentrasi, bahkan membuat dirinya merasa lebih fokus selama perjalanan.
Selain itu, narasumber juga berpendapat bahwa aktivitas merokok saat
berkendara tidak memberikan pengaruh terhadap pengguna jalan lain.
Narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan
teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat
berkendara. Menurut narasumber, sosialisasi dari pihak kepolisian perlu
dilakukan agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas I SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat
mengendarai sepeda motor, terutama ketika berangkat bekerja,
karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Saya belum
mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara
tidak mengurangi konsentrasi, bahkan membuat saya lebih fokus
selama perjalanan. Saya juga berpendapat bahwa aktivitas tersebut
tidak memberikan pengaruh terhadap pengguna jalan lain. Selama
ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut
saya, sosialisasi dari pihak kepolisian perlu terus dilakukan agar
masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ilham Wahyudi, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia
remaja dan masih sering merokok saat berkendara karena telah menjadi
kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak
mengurangi konsentrasi maupun membahayakan pengguna jalan lain. Selain
itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber,
sosialisasi dari pihak kepolisian merupakan langkah yang perlu dilakukan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.'%?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ferie Haryanto
selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal

13 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai

102 Wawancara Saudara llham Wahyudi, Masyarakat Tempel Rejo, Tanggal 12
Juni 2026, Pukul. 14.Wib.
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sepeda motor masih sering dilakukan karena telah menjadi kebiasaan sejak
selesai menempuh pendidikan di bangku SMA. Narasumber mengaku belum
mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat
berkendara. Menurut narasumber, merokok saat mengendarai sepeda motor
dapat mengurangi konsentrasi karena perhatian pengendara menjadi terbagi.
Selain itu, narasumber juga berpendapat bahwa abu dan percikan api rokok
dapat mengenai wajah penumpang yang dibonceng maupun pengguna jalan
lain sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Narasumber
mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan teguran dari
petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara.
Menurut narasumber, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat disertai
pemberian contoh mengenai dampak atau akibat merokok saat berkendara agar
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan
berlalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat SMA dan
sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda
motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya belum mengetahui
adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan aktivitas yang
dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Menurut saya,
merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi karena
perhatian pengendara menjadi terbagi. Selain itu, abu dan percikan
api rokok dapat mengenai wajah penumpang yang dibonceng
maupun pengguna jalan lain sehingga berpotensi membahayakan
keselamatan. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran
dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat
berkendara. Menurut saya, perlu adanya sosialisasi kepada
masyarakat yang disertai contoh nyata mengenai akibat merokok
saat berkendara agar masyarakat lebih memahami risiko yang
dapat ditimbulkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ferie Haryanto, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat
SMA dan masih sering merokok saat berkendara karena telah menjadi
kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009, namun menyadari bahwa merokok saat berkendara dapat
mengurangi konsentrasi dan membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu,

narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
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mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber,
sosialisasi yang disertai contoh nyata mengenai dampak merokok saat
berkendara diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Aldo Fernandes
selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal
22 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor selalu dilakukan ketika berkendara karena telah menjadi
kebiasaan sejak duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar. Narasumber
mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur pengendara agar tetap
berkonsentrasi saat berkendara, namun belum mengetahui secara khusus
mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut
narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi dan tidak
membahayakan pengguna jalan lain karena abu maupun api rokok masih dapat
dikendalikan dengan baik. Selain itu, narasumber mengungkapkan bahwa
selama ini belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber,
diperlukan aturan yang lebih tegas agar masyarakat lebih patuh terhadap
peraturan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas VI Sekolah Dasar dan hampir setiap kali mengendarai sepeda
motor saya merokok karena sudah menjadi kebiasaan. Saya
mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur pengendara agar
tetap berkonsentrasi saat berkendara, tetapi saya belum mengetahui
secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak
mengurangi konsentrasi dan tidak membahayakan pengguna jalan
lain karena saya masih bisa mengendalikan abu dan api rokok
dengan baik. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran
dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat
berkendara. Menurut saya, perlu adanya aturan yang lebih tegas
agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas."
Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Aldo Fernandes, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia
dini dan selalu merokok saat berkendara karena telah menjadi kebiasaan.

Narasumber mengetahui adanya aturan yang mengharuskan pengendara tetap
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berkonsentrasi, tetapi belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009. Narasumber berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak
mengganggu konsentrasi maupun membahayakan pengguna jalan lain karena
merasa dapat mengendalikan abu dan api rokok. Selain itu, narasumber belum
pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan,
serta berpendapat bahwa diperlukan aturan yang lebih tegas untuk
meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. 04

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Thomas Akbar
selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal
22 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor masih sering dilakukan sejak lulus Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Narasumber mengungkapkan bahwa merokok saat berkendara
dilakukan untuk menghangatkan suhu tubuh selama perjalanan. Narasumber
juga mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap
berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat
berkendara tidak mengganggu konsentrasinya. Namun demikian, narasumber
berpendapat bahwa abu rokok dapat mengganggu pandangan pengguna jalan
lain sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, narasumber
belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami
kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu
adanya teguran yang lebih tegas dari pihak berwenang agar masyarakat lebih
mematuhi peraturan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak lulus SMP dan
sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda
motor. Saya biasanya merokok saat berkendara untuk
menghangatkan suhu tubuh selama perjalanan. Saya belum
mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara
tidak mengganggu konsentrasi. Namun, saya menyadari bahwa abu
rokok dapat mengganggu pandangan pengguna jalan lain sehingga
berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selama ini saya belum pernah
mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan
akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu adanya
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teguran yang lebih tegas dari pihak berwenang agar masyarakat
lebih mematuhi peraturan lalu lintas."”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Thomas Akbar, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak lulus
SMP dan masih sering merokok saat berkendara untuk menghangatkan tubuh
selama perjalanan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok tidak mengganggu
konsentrasinya. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa abu rokok
dapat mengganggu pandangan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber
belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami
kecelakaan, serta berpendapat bahwa perlu adanya teguran yang lebih tegas
dari pihak berwenang terhadap pelanggar.%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Dopi Putra selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 24 Juni
2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda
motor masih sering dilakukan karena telah menjadi kebiasaan sejak duduk di
bangku kelas 11 SMP. Narasumber mengetahui bahwa terdapat aturan yang
mengharuskan pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara, namun belum
mengetahui secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi
konsentrasinya. Meskipun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu, api,
dan asap rokok dapat mengenai pengendara lain sehingga berpotensi
mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu,
narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan
teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat
berkendara. Menurut narasumber, perlu dipasang baliho di tepi jalan yang
memuat peraturan lalu lintas dan dampak merokok saat berkendara serta
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas Il SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat
mengendarai sepeda motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya
mengetahui bahwa ada aturan yang mengharuskan pengendara
tetap berkonsentrasi saat berkendara, tetapi saya belum mengetahui
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secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak
mengurangi konsentrasi. Namun, abu, api, dan asap rokok dapat
mengenai pengendara lain sehingga dapat mengganggu
kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selama ini saya
belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut
saya, perlu dipasang baliho di pinggir jalan yang berisi peraturan
lalu lintas serta dampak merokok saat berkendara, disertai dengan
sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran terhadap
keselamatan berlalu lintas semakin meningkat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Dopi Putra, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak
duduk di bangku kelas Il SMP dan masih sering merokok saat berkendara
karena telah menjadi kebiasaan. Narasumber mengetahui adanya aturan yang
mengharuskan pengendara tetap berkonsentrasi, tetapi belum mengetahui Pasal
283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Narasumber berpendapat bahwa
merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi, namun abu, api, dan
asap rokok dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan
lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas
maupun mengalami kecelakaan, serta mengusulkan pemasangan baliho dan
pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap bahaya merokok saat berkendara.1%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Sape'i selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 Juni
2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda
motor tidak terlalu sering dilakukan dan telah menjadi kebiasaan sejak duduk
di bangku kelas I SMP. Narasumber mengungkapkan bahwa merokok saat
berkendara dilakukan karena sudah menjadi selera atau kebiasaan pribadi.
Narasumber juga mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap
berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat
berkendara tidak mengurangi konsentrasinya. Namun demikian, narasumber

berpendapat bahwa abu dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan
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penumpang maupun pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah
mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat
merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu adanya teguran dari
pihak kepolisian serta penyampaian informasi melalui media agar masyarakat
lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas 1 SMP dan tidak terlalu sering merokok saat mengendarai
sepeda motor. Saya melakukannya karena sudah menjadi selera
atau kebiasaan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun
Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya,
merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun,
abu dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan penumpang
maupun pengguna jalan lain. Selama ini saya belum pernah
mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan
akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu adanya
teguran dari pihak kepolisian serta penyampaian informasi melalui
berbagai media agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok
saat berkendara."”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Sape'i, dapat disimpulkan

bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas I SMP dan sesekali merokok saat berkendara karena telah menjadi
kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak
mengurangi konsentrasi. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa
abu dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan penumpang maupun
pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran
dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa teguran
dari kepolisian dan penyampaian informasi melalui media perlu ditingkatkan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.'%’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Devi Candra selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Juni
2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda
motor masih sering dilakukan dan telah menjadi kebiasaan sejak duduk di
bangku kelas V Sekolah Dasar. Narasumber mengungkapkan bahwa merokok

saat berkendara dilakukan untuk menghangatkan tubuh selama perjalanan.
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Narasumber juga mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap
berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat
berkendara tidak mengurangi konsentrasinya. Namun demikian, narasumber
berpendapat bahwa abu rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang
maupun pengguna jalan lain sehingga berpotensi membahayakan keselamatan.
Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas
maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut
narasumber, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih
memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas V Sekolah Dasar dan sampai sekarang masih sering merokok
saat mengendarai sepeda motor. Saya biasanya merokok saat
berkendara untuk menghangatkan tubuh selama perjalanan. Saya
belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat
berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu rokok dapat
mengganggu penglihatan penumpang maupun pengguna jalan lain
sehingga dapat membahayakan keselamatan. Selama ini saya belum
pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami
kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih
memahami bahaya merokok saat berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Devi Candra, dapat disimpulkan

bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia dini dan masih
sering merokok saat berkendara untuk menghangatkan tubuh. Narasumber
belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan
berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi.
Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa abu rokok dapat
mengganggu penglihatan penumpang maupun pengguna jalan lain. Selain itu,
narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa sosialisasi kepada masyarakat
perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya merokok

saat berkendara.1%8
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ridwan selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Juni
2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda
motor terkadang masih dilakukan untuk melepaskan keinginan merokok yang
telah menjadi kebiasaan sejak tamat Sekolah Dasar. Narasumber mengaku
belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat
berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi
konsentrasinya. Namun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu dan api
rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun pengendara yang
berada di belakang sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Selain
itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber,
perlu adanya teguran dari aparat terkait agar masyarakat lebih mematuhi
peraturan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat Sekolah
Dasar dan terkadang masih merokok saat mengendarai sepeda
motor untuk melepaskan keinginan merokok. Saya belum
mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara
tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu dan api rokok dapat
mengganggu penglihatan penumpang maupun pengendara yang
berada di belakang sehingga dapat membahayakan keselamatan.
Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas
maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara.
Menurut saya, perlu adanya teguran dari aparat terkait agar
masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ridwan, dapat disimpulkan

bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat Sekolah
Dasar dan sesekali merokok saat berkendara untuk melepaskan keinginan
merokok. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak
mengurangi konsentrasi. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa
abu dan api rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun
pengendara lain di belakangnya. Selain itu, narasumber belum pernah

mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta
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berpendapat bahwa teguran dari aparat terkait perlu ditingkatkan untuk
meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.*%°

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Yedi Irawan selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 24 Juni
2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda
motor masih sering dilakukan karena telah menjadi kebiasaan sejak duduk di
bangku kelas 1 SMP. Narasumber mengungkapkan bahwa merokok saat
berkendara dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Narasumber juga
mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi
saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak
mengurangi konsentrasinya. Meskipun demikian, narasumber berpendapat
bahwa abu, api, dan asap rokok dapat mengenai pengendara lain sehingga
berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain
itu, narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan
teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat
berkendara. Menurut narasumber, perlu dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat agar kesadaran terhadap bahaya merokok saat berkendara semakin
meningkat.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas I SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat
mengendarai sepeda motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya
belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar
tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut saya, merokok saat
berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu, api, dan
asap rokok dapat mengenai pengendara lain sehingga dapat
mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selama
ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun
mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut
saya, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar
masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara."
Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Yedi Irawan, dapat disimpulkan

bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku

kelas I SMP dan masih sering merokok saat berkendara karena telah menjadi
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kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak
mengurangi konsentrasi. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa
abu, api, dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan
pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran
dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa
sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih
memahami risiko merokok saat berkendara.'*®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Riky Meiosya selaku
masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 24 Juni
2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda
motor masih sering dilakukan. Narasumber mengungkapkan bahwa kebiasaan
tersebut dilakukan untuk menghangatkan tubuh saat berdagang. Narasumber
berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasinya
sendiri, namun dapat membahayakan pengguna jalan lain karena abu dan
puntung rokok berpotensi mengenai pengendara yang berada di belakang.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku
kelas IV Sekolah Dasar. Saya juga sering merokok saat
mengendarai sepeda motor, terutama ketika sedang berdagang,
karena saya sering merasa kedinginan selama perjalanan. Saya
belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan
aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.
Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi
konsentrasi saya sendiri, tetapi kemungkinan dapat membahayakan
pengguna jalan lain karena abu dan puntung rokok dapat mengenai
pengendara yang berada di belakang. Selama ini saya belum pernah
mendapatkan teguran dari petugas kepolisian dan juga belum
pernah mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara.
Menurut saya, agar masyarakat lebih sadar terhadap bahaya
merokok saat berkendara, petugas perlu memberikan teguran
secara langsung sekaligus menjelaskan bahwa merokok saat
berkendara merupakan perilaku yang dilarang karena dapat
membahayakan keselamatan pengguna jalan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Riky Meiosya, dapat

disimpulkan bahwa narasumber belum mengetahui ketentuan Pasal 283
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun menyadari bahwa merokok
saat berkendara berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Menurut
narasumber, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui
pemberian teguran secara langsung disertai penjelasan dari petugas mengenai
larangan dan bahaya merokok saat berkendara.!!

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Deis Darmawan
selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal
30 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor masih sesekali dilakukan. Narasumber mengungkapkan bahwa
kebiasaan tersebut dilakukan untuk menghabiskan sisa rokok yang masih
tersisa. Narasumber berpendapat bahwa merokok saat berkendara dapat
mengurangi konsentrasi karena pengendara harus mengendalikan sepeda
motor dengan satu tangan. Selain itu, abu dan bara rokok juga berpotensi
mengganggu pandangan pengguna jalan lain sehingga dapat meningkatkan
risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

"Saya mulai memiliki kebiasaan merokok sejak tahun 2010. Saya
terkadang merokok saat mengendarai sepeda motor, biasanya untuk
menghabiskan sisa rokok yang masih tersisa. Saya mengetahui
bahwa ada aturan yang mengharuskan pengendara tetap
berkonsentrasi saat berkendara, tetapi saya belum mengetahui
secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara dapat
mengurangi konsentrasi karena ketika merokok saya harus
mengendalikan sepeda motor dengan satu tangan. Selain itu, abu
dan bara rokok juga dapat mengganggu pandangan pengguna jalan
lain sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas
kepolisian maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat
berkendara. Menurut saya, agar masyarakat lebih sadar terhadap
bahaya merokok saat berkendara, petugas perlu memberikan
teguran secara langsung kepada pengendara, bukan hanya
menyampaikan informasi melalui media."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Deis Darmawan, dapat

disimpulkan bahwa narasumber telah mengetahui adanya aturan mengenai
kewajiban menjaga konsentrasi saat berkendara, namun belum mengetahui

secara khusus Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Narasumber

111 Wawancara Saudara Riky Meiosya, Masyarakat Air Putih Lama, Tanggal 24
Juni 2026 Pukul 17.00 Wib
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menyadari bahwa merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi dan
berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Oleh karena itu, menurut
narasumber diperlukan teguran secara langsung dari petugas sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat
berkendara.*?

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber dari Satuan Lalu
Lintas Polres Rejang Lebong dan lima belas masyarakat pengguna jalan, dapat
disimpulkan bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih
sering dijumpai di Kabupaten Rejang Lebong. Sebagian besar masyarakat
mengaku melakukan kebiasaan tersebut karena sudah menjadi rutinitas, untuk
menghangatkan tubuh, menghabiskan sisa rokok, atau merasa lebih nyaman
saat berkendara. Meskipun terdapat beberapa narasumber yang beranggapan
bahwa merokok tidak mengurangi konsentrasi, mayoritas narasumber
menyadari bahwa abu, asap, bara api, maupun puntung rokok dapat
membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi meningkatkan risiko
kecelakaan lalu lintas. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum mengetahui
secara khusus ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun beberapa di antaranya
mengetahui adanya aturan yang mewajibkan pengendara tetap berkonsentrasi
saat berkendara. Dari pihak kepolisian diperoleh keterangan bahwa penerapan
Pasal 283 lebih mengedepankan langkah preventif melalui teguran, pembinaan,
dan edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi ketentuan
tersebut belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya kesadaran
hukum masyarakat serta anggapan bahwa merokok saat berkendara bukan
merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penegakan
hukum yang lebih konsisten agar kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan

Pasal 283 dapat terus ditingkatkan.

112 ywawancara Saudara Deis Dermawan, Masyarakat Karang Anyar, Tanggal 30
Juni 2026, Pukul 14.00 Wib
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B. Tinjauan Magashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Terhadap Pengendara Sepada Motor Yang Merokok Dijalan Raya

Dalam perspektif hukum Islam, setiap ketentuan yang bertujuan
menjaga kemaslahatan masyarakat sejalan dengan konsep Maqgashid Syariah.
Magashid Syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah)
dalam kehidupan manusia. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian
sebelumnya, implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, Kketertiban, dan
kelancaran lalu lintas melalui kewajiban setiap pengendara agar tetap
berkonsentrasi selama mengemudikan kendaraan. Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, masih ditemukan pengendara
sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok saat berkendara. Aktivitas
tersebut pada dasarnya dapat mengurangi tingkat konsentrasi pengendara serta
berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Oleh Kkarena itu,
implementasi Pasal 283 tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan hukum
positif, tetapi juga dapat dikaji melalui perspektif Magashid Syariah sebagai
tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan

(maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah).

Dalam penelitian ini, implementasi Pasal 283 dianalisis berdasarkan tiga unsur
Magashid Syariah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek
penelitian, yaitu hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'agl (perlindungan
akal), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Ketiga aspek tersebut dipilih karena
perilaku merokok saat mengendarai sepeda motor tidak hanya berdampak pada
keselamatan jiwa pengendara, tetapi juga dapat memengaruhi konsentrasi serta
menimbulkan kerugian materi apabila mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

1. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Hifz Al-Nafs (Perlindungan

Jiwa).
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Konsep hifz al-nafs merupakan salah satu tujuan pokok Magashid
Syariah yang bertujuan menjaga dan melindungi jiwa manusia dari segala
bentuk perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan. Dalam konteks
berlalu lintas, perlindungan jiwa diwujudkan melalui kepatuhan terhadap
peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga
keselamatan seluruh pengguna jalan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki tujuan yang sejalan
dengan konsep hifz al-nafs, yaitu mencegah segala bentuk aktivitas yang
dapat mengganggu konsentrasi pengendara sehingga dapat mengurangi

risiko kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga
anggota Satlantas Polres Rejang Lebong, yaitu AIPDA Syahrul, AIPTU
Muhammad Sabda, dan Brigpol Rahmat Ramadhan menyatakan bahwa
aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor merupakan tindakan yang
dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan. Menurut narasumber, abu,
asap, bara api, maupun puntung rokok berpotensi mengenai pengendara lain
sehingga dapat mengganggu kenyamanan, konsentrasi, bahkan
meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu,
Satlantas Polres Rejang Lebong lebih mengedepankan upaya preventif
melalui pemberian teguran secara langsung, surat teguran, serta arahan

kepada pengendara mengenai bahaya merokok saat berkendara.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa sebagian
besar narasumber menyadari adanya potensi bahaya dari aktivitas merokok
saat mengendarai sepeda motor. Meskipun beberapa narasumber
beranggapan bahwa merokok tidak mengurangi konsentrasi mereka,
sebagian besar tetap mengakui bahwa abu, asap, dan bara api rokok dapat
mengenai pengguna jalan lain, mengganggu penglihatan, mengurangi
kenyamanan, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah
memahami adanya risiko terhadap keselamatan, namun kesadaran untuk

menghentikan kebiasaan tersebut masih tergolong rendah karena faktor
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kebiasaan dan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang
berlaku.

Menurut analisis penulis, perilaku merokok saat mengendarai sepeda motor
bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs karena dapat membahayakan
keselamatan jiwa, baik bagi pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan
lainnya. Dalam perspektif Magashid Syariah, menjaga keselamatan jiwa
merupakan tujuan utama yang harus diutamakan dibandingkan memenubhi
keinginan pribadi, termasuk kebiasaan merokok saat berkendara. Dengan
demikian, implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-
nilai Magashid Syariah yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah

satu tujuan utama pembentukan hukum.

. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Hifz Al-°Aql ( Perlindungan
Akal).

Hifz al-'agl merupakan salah satu unsur pokok dalam Magashid
Syariah yang bertujuan menjaga akal manusia agar tetap berfungsi secara
optimal dalam berpikir, memahami, dan mengambil keputusan. Menurut
Imam Al-Syatibi, perlindungan terhadap akal merupakan salah satu
kebutuhan pokok (al-dharuriyyat) yang harus dijaga karena akal menjadi
dasar manusia dalam membedakan antara perbuatan yang membawa
kemaslahatan dan perbuatan yang dapat menimbulkan kemudaratan. Oleh
karena itu, segala bentuk aktivitas yang dapat mengurangi kemampuan
seseorang dalam berpikir dan berkonsentrasi perlu dihindari demi

tercapainya tujuan syariat.

Dalam konteks berlalu lintas, kemampuan berpikir dan berkonsentrasi
memiliki peranan yang sangat penting karena setiap pengendara dituntut
untuk mampu memperhatikan kondisi jalan, menaati rambu lalu lintas, serta
mengambil keputusan dengan cepat ketika menghadapi situasi tertentu.
Ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya

memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep hifz al-'agl, yaitu mencegah
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setiap aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pengendara sehingga
keselamatan di jalan tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabda,
AIPTU NRP 80030552, Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol NRP 95020368
dan Bapak Syahrul, AIPDA NPR 78090328, selaku anggota Satlantas
Polres Rejang Lebong, diketahui bahwa aktivitas merokok saat
mengendarai sepeda motor termasuk salah satu bentuk gangguan
konsentrasi. Menurut kedua narasumber, pengendara yang merokok harus
membagi perhatian antara mengendalikan kendaraan dengan memegang
rokok, menghindari abu maupun bara api, serta memastikan asap rokok
tidak mengganggu pengguna jalan lain. Kondisi tersebut berpotensi
mengurangi fokus pengendara sehingga meningkatkan risiko terjadinya
kecelakaan lalu lintas.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya
perbedaan persepsi mengenai pengaruh merokok terhadap konsentrasi saat
berkendara. Sebagian narasumber menyatakan bahwa merokok tidak
mengurangi konsentrasi, bahkan merasa lebih nyaman ketika merokok
selama perjalanan. Akan tetapi, sebagian narasumber lainnya mengakui
bahwa aktivitas tersebut dapat mengurangi konsentrasi karena pengendara
hanya menggunakan satu tangan saat mengendalikan sepeda motor atau
perhatiannya terbagi ketika memegang maupun membuang sisa rokok.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkat konsentrasi,
mayoritas narasumber tetap mengakui bahwa abu, asap, dan bara rokok
dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Menurut analisis penulis, perbedaan persepsi tersebut menunjukkan
bahwa kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk distraksi saat
berkendara masih belum optimal. Pengendara mungkin merasa tetap
mampu mengendalikan kendaraan, tetapi secara objektif aktivitas merokok
tetap mengalihkan sebagian perhatian yang seharusnya difokuskan pada
kondisi lalu lintas. Dalam perspektif Imam Al-Syatibi, menjaga akal tidak
hanya dimaknai sebagai menjauhi sesuatu yang merusak fungsi akal secara

fisik, tetapi juga menjaga kemampuan akal dalam menjalankan fungsinya
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secara maksimal demi terwujudnya kemaslahatan. Dengan demikian,
aktivitas merokok saat berkendara yang berpotensi mengurangi konsentrasi
dapat dipandang bertentangan dengan tujuan hifz al-"aql.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa
implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak
hanya bertujuan menegakkan ketertiban berlalu lintas, tetapi juga memiliki
nilai yang selaras dengan konsep hifz al-'agl dalam Magashid Syariah.
Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kemampuan
berpikir dan berkonsentrasi pengendara sehingga keselamatan diri sendiri
maupun pengguna jalan lain dapat terwujud.

. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Hifz Al-Mal ( Perlindungan
Harta).

Hifz al-mal merupakan salah satu tujuan pokok Magashid Syariah
yang bertujuan menjaga dan melindungi harta benda manusia dari segala
bentuk kerusakan, kehilangan, maupun tindakan yang dapat menimbulkan
kerugian. Menurut Imam Al-Syatibi, perlindungan terhadap harta termasuk
kebutuhan pokok (al-dharuriyyat) karena harta merupakan salah satu sarana
yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang
berpotensi mengakibatkan kerugian materi harus dicegah agar tujuan syariat
dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks berlalu lintas, perlindungan terhadap harta berkaitan
dengan upaya mencegah kerusakan kendaraan, fasilitas umum, maupun
kerugian ekonomi yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas. Pasal 283
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya tidak hanya
bertujuan menjaga keselamatan jiwa pengendara, tetapi juga berupaya
meminimalkan risiko kerugian materi yang dapat timbul akibat hilangnya
konsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu, setiap aktivitas
yang dapat mengganggu konsentrasi, termasuk merokok saat mengendarai
sepeda motor, perlu dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap harta

benda.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga anggota Satlantas Polres
Rejang Lebong, yaitu AIPDA Syahrul, AIPTU Muhammad Sabda, dan
Brigpol Rahmat Ramadhan, diketahui bahwa aktivitas merokok saat
berkendara berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas apabila
pengendara kehilangan fokus saat mengendalikan kendaraan. Kecelakaan
tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat
mengakibatkan kerusakan kendaraan, kerugian materi, bahkan kerusakan
terhadap fasilitas umum yang berada di sekitar lokasi kejadian. Oleh karena
itu, Satlantas Polres Rejang Lebong terus melakukan upaya preventif
melalui teguran, pembinaan, dan arahan kepada masyarakat agar tidak
melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi selama
berkendara.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa
sebagian besar narasumber menyadari bahwa abu, asap, bara api, maupun
puntung rokok dapat mengganggu pengguna jalan lain dan berpotensi
menyebabkan kecelakaan. Meskipun sebagian narasumber menganggap
bahwa merokok tidak memengaruhi konsentrasi pribadi, mereka tetap
mengakui bahwa apabila terjadi kecelakaan akibat aktivitas tersebut,
dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengendara, tetapi juga dapat
menyebabkan kerusakan kendaraan serta kerugian materi bagi pihak lain.

Menurut analisis penulis, aktivitas merokok saat mengendarai
sepeda motor bertentangan dengan prinsip hifz al-mal karena berpotensi
menimbulkan kerugian terhadap harta benda, baik milik pengendara sendiri
maupun milik orang lain. Kerusakan kendaraan akibat kecelakaan, biaya
pengobatan, biaya perbaikan, hingga kerusakan fasilitas umum merupakan
bentuk kerugian yang seharusnya dapat dicegah apabila setiap pengendara
mematuhi ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Dengan demikian, implementasi pasal tersebut memiliki tujuan yang sejalan
dengan Magashid Syariah, yaitu menjaga harta benda masyarakat dari
berbagai risiko kerugian yang timbul akibat perilaku berkendara yang tidak

aman.
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa
implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak
hanya memiliki fungsi sebagai instrumen penegakan hukum di bidang lalu
lintas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Magashid Syariah dalam
mewujudkan kemaslahatan. Melalui kepatuhan terhadap ketentuan tersebut,
perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'agl), dan harta (hifz
al-mal) dapat diwujudkan secara bersamaan sehingga tercipta keamanan,

ketertiban, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Setelah menganalisis implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 berdasarkan aspek hifz al-nafs, hifz al-'agl, dan hifz al-mal, penulis
berpendapat bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan
dengan konsep Magqashid Syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah
terjadinya kemudaratan bagi masyarakat. Ketentuan ini tidak hanya mengatur
kewajiban pengendara untuk tetap berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan,
tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa, kemampuan

berpikir, dan harta benda seluruh pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 anggota Satlantas Polres Rejang Lebong
dan 15 masyarakat pengguna jalan yang memiliki kebiasaan merokok saat
mengendarai sepeda motor, diketahui bahwa implementasi Pasal 283 telah
dilaksanakan melalui berbagai upaya preventif, seperti pemberian teguran secara
langsung, surat teguran, pembinaan, serta penyampaian arahan kepada masyarakat
mengenai bahaya merokok saat berkendara. Upaya tersebut menunjukkan bahwa
pihak kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga
mengedepankan pendekatan edukatif agar masyarakat memahami pentingnya

menjaga keselamatan dalam berlalu lintas.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
implementasi Pasal 283 belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari
masih banyaknya masyarakat yang tetap merokok saat mengendarai sepeda motor
karena menganggap aktivitas tersebut tidak mengganggu konsentrasi atau telah
menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain itu, sebagian besar narasumber juga belum
mengetahui secara khusus keberadaan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut masih
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tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan
antara tujuan hukum yang ingin dicapai dengan perilaku masyarakat sebagai subjek

hukum.

Dalam perspektif Magashid Syariah, perilaku merokok saat mengendarai
sepeda motor tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap hukum positif,
tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap kemaslahatan umum. Aktivitas
tersebut berpotensi membahayakan keselamatan jiwa (hifz al-nafs) karena dapat
meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, mengurangi kualitas konsentrasi
pengendara (hifz al-'aql) akibat perhatian yang terbagi saat berkendara, serta
menimbulkan kerugian materi (hifz al-mal) apabila menyebabkan kecelakaan yang
mengakibatkan kerusakan kendaraan maupun fasilitas umum. Dengan demikian,
perilaku tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat yang menghendaki

terwujudnya perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

Menurut analisis penulis, implementasi Pasal 283 di Kabupaten Rejang
Lebong telah mencerminkan nilai-nilai Magashid Syariah, namun pelaksanaannya
masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek sosialisasi dan penegakan
hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan
preventif yang selama ini dilakukan masih perlu didukung dengan edukasi yang
lebih intensif serta penegakan hukum yang konsisten agar masyarakat memiliki
kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi
saat berkendara. Dengan demikian, tujuan Pasal 283 untuk mewujudkan
keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam berlalu lintas dapat

tercapai secara lebih optimal.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab | mengenai

Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Merokok

di Jalan Raya Ditinjau dari Magashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang

Lebong), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di
Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan melalui upaya preventif
berupa pemberian teguran secara langsung, surat teguran, pembinaan, serta
arahan kepada pengendara mengenai pentingnya menjaga konsentrasi saat
berkendara. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara
optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengendara yang merokok
saat berkendara, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Pasal
283, serta adanya anggapan bahwa aktivitas merokok tidak mengurangi
konsentrasi. Di sisi lain, mayoritas narasumber mengakui bahwa abu, asap,
bara api, maupun puntung rokok dapat mengganggu pengguna jalan lain dan
berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum secara konsisten
agar tujuan Pasal 283 dapat tercapai secara optimal.

Dalam perspektif Magashid Syariah, implementasi Pasal 283 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mencerminkan tujuan syariat dalam
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Ketentuan tersebut
sejalan dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), karena bertujuan
mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; hifz al-'agl (perlindungan akal),
karena mengharuskan setiap pengendara menjaga konsentrasi selama
berkendara; serta hifz al-mal (perlindungan harta), karena bertujuan
mencegah kerugian materi yang dapat timbul akibat kecelakaan. Meskipun
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demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan kesenjangan antara
tujuan hukum dan praktik di lapangan. Oleh sebab itu, implementasi Pasal
283 perlu didukung oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
sosialisasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih efektif
agar tujuan hukum nasional dan nilai-nilai Magashid Syariah dapat terwujud
secara optimal.
B. Saran
Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti adalah sebagai berikut:

1. Satlantas Polres Rejang Lebong diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi
mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara lebih
intensif, merata, dan berkelanjutan melalui penyuluhan di sekolah,
perguruan tinggi, instansi pemerintah, komunitas masyarakat, serta media
sosial. Sosialisasi tersebut perlu disertai penjelasan mengenai risiko
merokok saat berkendara agar masyarakat memahami bahwa aktivitas
tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan
pengguna jalan.

2. Satlantas Polres Rejang Lebong diharapkan dapat mengoptimalkan
penegakan Pasal 283 dengan tetap mengedepankan pendekatan yang
humanis melalui pembinaan dan edukasi, namun disertai penerapan sanksi
terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan
pengguna jalan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

3. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan
mematuhi ketentuan peraturan lalu lintas dan menghindari segala bentuk
aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara, termasuk
merokok saat mengendarai sepeda motor. Kesadaran tersebut merupakan
bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna
jalan lainnya.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong bersama Kepolisian Resor

Rejang Lebong diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam
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menyelenggarakan program edukasi keselamatan berlalu lintas melalui
kampanye, pemasangan baliho atau spanduk di titik-titik strategis, serta
penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial agar pesan
mengenai keselamatan berkendara dapat menjangkau masyarakat secara
lebih luas.

. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai
implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan
ruang lingkup yang lebih luas, jumlah informan yang lebih beragam, atau
mengkaji bentuk-bentuk gangguan konsentrasi lainnya saat berkendara
sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lalu lintas dan

hukum Islam.
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